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KATA PENGANTAR

Bispullahivratmoreralim

Puji dan syukur kehadiat Allah SW1, vang senanhasa
menganugerahkan mkmat, taufik dan hidayah-INya schmgga penulisan
bukuy Ewvaluasi Kebijakan pendidikan profest Crru Madrasah tahun
2013 dapat diselesaikan dengan Baik sehagaimana vang dihatapkan.

Ruku ini ditulis berbasis kepada penelitian evaluasi lerbadap
kebijakan pelaksanaan penchdikan profesi gurs madrasah  yang
dilaksanakan Fakullas Timu Tarbiyah dan Keguruan {FTTK} 1ATN
Qumaters Utara, (yang ketika itu masth Fakultas Tarbivah IADN 51T}
merupakan kebijakan Dircktorat Pandidikan 15iam vang diamgnahkan
kepada Fakulias Tuu Tarbiyah dan Keguruan LAIN SU, schagai upava
percepatan sorifikayl ouriL pnamun Program ini dipopulerkan dengan
pendidikan profesi guru dalam jabatan untuk guru mata pelajaran
akidah-akhlak dan mara pelajaran qur an-hadis.

Selain itu, penulisan buku ini sciatinya program pemngkatan
mut yang dilaksanakan di Fakultas Jimu Tarbivah dan Keguroan
[AIN SU, vang memuiuskan 63 paket peaulisan buku berbasis
penelitian cesgai DIPA FITK JAIN SU wahun 2014, dulam rangka
mendorong program (akultas berbasis peningkatan akreditasi, yang
diharapkan mampu mendorong semangut mencliti di kalangan dosen.
Untuk itw pennlisan buku ini semuanya herbasis kepada hasil
penelitian yan dilakukan oleh dosen vang terpilih untuk melaksanakan
penclitian sesuat bidang keahlian untuk mendukung perbaikan muiu
pembelajaman  yang dilaksanakan selama ini dengan focus kepada

kompetensi Masing-masing jurusan.



Dalam kesempatan ini diucapkan tetima kasih kepada Rektor
dan Diekan TITK TAIN SU vang memberikan kebijakan wmi dalam
mendorong perubahan kea rah vang lebih baik di Fakultas [mu
Tarbiyah IAIN SU dalam momentum penpembangan fakultas terbaik
di saat melangkahkan kaki ke perbang terwujudiva Universitas Tslam
Negort (LEN) Sumatera Utara Medan.

Medan, 02 Nopember 2014

Peneliti
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BAB I
PENDAHULUAN

) creepatan pembangunan nasional hanys skan mungkin dupat

dicapai jika sumberdava manusia (SDM) vang mclaksanakan
pembangunan benar-benar berkualitas ungeul, atsu profesional
dalam  berhapai hidang pembangunan atau aspek  kehidupan,
Sedungkan upaya memmpersiapkan sumberdaya manusia yang
unpgul sehagaimana diharapkan dapat tercapal melalui pendidikan
dan latibun nasional vang berfokus pads pembangunan karakter
bangsa (nution churacter putlding). Untuk mengembangan SDM
bungsa melalui sistern pendidikan dan latihan nusional Lersebut
akan dapal terlaksana dengan baik jika gury dipersiapkan, dilatily
dan dikembangkan schingga menjadi suru profesional.

Kemajuan sains dan teknologi informasi dalam era globalisasi
Juga menuntut  tersedianva wury vang  kualitas  disvaratkan
memenuhi standar  profesienalitis agar benar-benar menyiliki
keunggulan kompetitit, Setidaknya puru professional diluniut
memiliki perpaduan Kompetensi yang mencakup: kompetensi
pedagogik, kepribadien, sosial dan kompetensi professional,

Ity wtinya pihak pemerinlab dan institusi pendidikan tinppi
($wasta) yang menyediakan calon gurn  petlu  melakukan
pembaharuan dalam proses pendidikun gurt untuk memenuhi
tuntutan siakehoiders pendidikan terhadap penvediaan guru-guru
profesional. Tebih-lebih hal tersebul semakin strategis dalam
rangka peningkatan mutu pendidikan nasional agar memiliki daya

saing (lokal, regional, dan global), maka dalam tiga dekade lehih
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ada  berbagal  kebijakan pemcrintah melalyl  peraturan  dan
perundang-undangan, meniscayakan penvediaan gurn tidek lag
cukup dengan kualifikasi Inlusan Sekolah Pendidikan Guru (5PG)
untuk gury mata pelajaran umum dan Pendidikan Gurn Agama
(PGAY vang menyediakan gury mala pelajaran agama  [slam.
Kedua lembaga pendidiken keguruan tersebut sctara dengan
sckolah laniutan tingkal atas, Padahal keunggulan dalam bidang
pendidikan bagi pengembangan sefiap individu dan Bangsa
hereanrung pada peningkatan kualitas dan efisicnsi para guru
(Janguiun dan Sabu, 201 1:235).

Pentingnya potluasan peran strategls Fakultas Tlmu Tarbivab
dan Keguruan TAIN Sumatera Utara gejalan dengan napas
retormasi pendidikan nasional, yang dimulai dengan implementazi
herhagai  regulasi baru dalam rangka peningkatan  kualitas
pendidikan. khususnya fokus pada talaran  utama perbatkan
kualitas guru, Dalam sitnasi bagaimanapun, keheradaan dun peran
gury tetap menjadi ujung ombak suksesnya proscs pembelajaran
untuk mengembangkan sumberdaya manusia prolesional bag
sualy hangsa. Bagaimanapun, 5DM berkualitus yang tcrsedia
sebapal oulput pendidikan akan menekuni dan berperan dalam
berbagai profesi balk profesi umum maupun strategis uniilk
pelaksima pembanguman yang akan menentukan (ransformasi
kehudayaan bangsa menuju bangsa yang lebih maju. [tu artinya,
upaya strategis dalam nienghasillan dan mengembangkan guru
professional menjadi satn keniscuyaan hagl pemantapan peran

Falultas Ilmu Tarbivah dan Keguruan TAIN SU schagai LPTK.



Hal ini bermuara kepada pencapaian hasil belajar, Kinerja guru,
dan  kinerja  lembaga pendidikan secara nasional Peluang
pendidikan  puru  dalam  era  globalisast  didasarkan  kepada
pentingnya  peran  pgurd  schapal  unsur  utama  dalam
penyelengraraan pendidikan nasional pada masing-masing Negara
merupakan program yang menghasilkan guru secara profesional
yang memegang peran dan fungsi penting dalam setiap aspek dan
lahapan penyelenggaraan pendidikan nasional setiap Negara.
Dalum konteks ini. pendidikan guru merupakan bagian dari system
pendidikan  nasional  dengan  fungsi  strategisnva  unmnik
mempersiapkan gwu dan tenaga kependidikan secara akuntabel.
Pendidikan guru tetap menjadi perhatian dan kepedulian
masyarakat global (Buchori alma dan Ratih Hwrrivati, 2008:4).

Pendidikan dan pendidikan guru adalah institusi sesial vang
menjaga moral, etika, sosial, falsafah dan masalah ideologi (Smith
dan Zeichner, 2003:3-4).Itu artinya sistem pendidikan nasional
harus menyediakan pendidikan tinggi vang berperan strategis
dalam menyiapkan  dan  mengembangkan  guru-gurd vang
diperlukan untuk melaksanakan tugas mengajarkan sejumlah mata
pelajaran yang sesuai dengan budava bangsa. Denpgan begitu,
chsisienst bangsa akan terjamin dan berkembang bila guru-guru
profesional  vang  diperluken tersedia sebagaimana  vane
diharapkan.

Keberadaan guru sebagai profesional perlu  dikembangkan
kualitas profesionalitasnyva dan  standar berdasarkan  kepada
perubahan yang terjadi pada bidang pendidikan, Guru perlu

menata target untuk mencapal dan membuatl bagian program yang



membantu gury bagi membangun kapasitasnya sehagal puru
{Jangaiah dan Sabu, 201 1; 222).

Kebijakan pemerintah  untuk  mempercepat  pelaksanasn
sertifikasi gurn schagai proses pemberian sertifikat pendidik
professional bagi guru madrasah maka sejak whun 2012
kementerian  agama Republik Indonesia melalui  Direkiorat
pendidikan tinggi lslam membuat dan melaksanakan kebijakan
pershdikan profes] guru (PPG) dalam jabatan.

Fakultas Tlmu Tarbiyah dan Keguruan [AIN SU mendapal
amansh  atau  lugas tambahan sehagai pelaksana  kebijakan
pendidikan profesi puru (PPG) bagi guru madrasah dalam jabalun
gury mata pelajaran akidah-akhlak dan gurn mata pelsjaran
qur’an-hadis tahun akadenn 2012/2013.

Scbagal lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK)
maka Fakultas [lmu Tarbivah 1AIN Sumatera Utars saat ini
menghadapl tantangan perubahan dan  tuntutan  keperluan
stakeholders pendidikan, Dalam perubahan lingkungan lembaga
pendidikan tinggi dicirikan dengan kompetitif pasar global
pendidikan tinggi. maka pengembangan staf diskui schagai hal
esensial unluk mendukung pendekatan baru pembelajaran dan
pengajaran serta perubahan terhadap lembaga pendidikan tinggi.
Dalam perubahan lingkungan, salah saru tugas kepemimpinan
universitas adalah memilih untuk mengembangkan stat secara
professional untuk mendukung pemelajaran dan meningkatkan
kinerja siswa, Perbaikan dalam kompelensi professional staf
akademik di universitas dan sekolah tinggi membaniu untuk

mengembangkan pengelshuan  dan  keterampilan  staf  guna



mendukung peran saat ini atay memperbaiki stat bagi peran masa
depan {Jangaiah dan Sabu. 2011:223),

Bruce S Cooper, el.al (206:1) menjelaskan balwa kita hidup
dan bekerja dalam satu masa ketika pemimpin pendidican, para
pengawas, anggoa dewan sckoluh, administrator kantor pusit,
bahkan kepala sekolah memerlukan informasi yang baik dan baik
dalam kcbijakan pendidikan.

Menurut Marilvn Cochran-Smith dan Kenneth M. Zeichner
(2005:1} saat ini muncul pengakuan yang sungat Juas balwa para
suru merupakan faktor yang sangat signifikan dalam pembelajaran
anak  didik dan meneniukan bagl semua  jenis refonmasi
pendidikan. Meskipun  perkembangan konsensus  vang torkat
dengan persoalan gury masih diperdebaikan fenlang mengapa dan
bagaimana masalah keguruan, atau bagalmana scharusnya guri-
purn dirckrut, disipakan, dan dikembangkan dalam pembelajaran.
Peninekalan pengakuan tersebut terkait dengan kualitas guru
adalah faklor signifikan dengan perhatian utama atas rendahnya
standar dalam kemajuan sckolah sehingga kritik lerhadap guru
atan persispan guru secara tradisional yang dimulai rahun 1990-an
dan dilanjutkan memasuki abad ke-21. Ada sejumlah agenda
reformasi  mempersiapkan  pury muoeul  dan sangat  panas
diperdebhatkan.

Brd  dalam  Educarional  Legdership.  scbhagaimana
dikermukakan B, Mulyasa (2007:9), bahwa hamper semua vsaha
relormasl  pendidikan  seperti  pembaharnan kurikulum  dun
penerapen model pombelajuran, semuanya bergantung  kepada

gur. Tanpa pengnasaan mater! dan straterl pembelajaran, serta
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tanpa  dapat mendorong sigwanya untuk belajur hersungguh-
sunpguh, segala upaya peningkatan putu pendidikan tidak akan
mencapal hasil vang maksimal,

Dati berbagai hasil penclition, menurut E. Mulyasa (207 :9).
paling tidek ada 7 indikator yang menunjukkan lemahnya kinerja
gurt dalam melaksanakan tugas utamanya mengajar (teaching).
vaitu: (a) rendahnya pemahaman terhadap strategl pembelajaran.
(b kurangnya kemahiran dalam mengelola kelas, (c) rendahnya
kemampuan melakukan dan memanlaatkan penelitian tindakan
kelas, (d) rendahnya motivasi berprestasi, (¢) kurang disiplin, (1)
rendahnya komitmen profesi, (g) scria rendahnya kemampuan
manajemen wakiu.

Marilyn Cochran-Smith dan Kenneth M. Zeichner (2005:20)
{antangan UtAMmE yang dihadapt pendidikan guru sual ini adalab
mempersiapkan  guru denpan pengetahuan, keterampilan  dan
kemampuan untk bekerja sceara sukses dengan peningkatan
ketagaman populasi murid, secara khusus dengun masalah latar
belakang kultural, bahasa, ras dan etnik berbeda-beda dengan
pengarus- utamaan mereka yang hidup dalam kemiskinan daerah
kota dan pertanian.

Visi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK
sehagai penghasil guru dan tenaga kependidikan perlu
ditingkatkan menjadi pusat pemberdayaan lembaga pendidikan.
Selain memproduksi guru dan tenaga kependidikan LPT juga
hars berfungsi menjadi pusal layanan bagl gund, seholah dan
madrasah  unfuk  meningkatkan - mutu layanan  dan

lulusarmya. LPTK perlu  membangun kenasama korporasi



nrodulksi pendidikan dengan satnan pendidikan (Buchari Alma dan
Rutih Huprivati, 2008:137),

Vntuk meningkatkan kualites pendidikan dilihat dari perspekilf
potensi  gury, paling tidak  ada dug  hal vapg harus
dikendalikan, Pertama, pengendalian gum sccard lebih efektif, atau
membuat cara-cara untuld meningkatkal profesionalisme gurd,
kecativitas dan olonomi surt. Kedua, mengendal kan pelaksanaan
akuatabilitas lebih tingal ( melalui pembayaran imbalan, mandate
dari pemerintah), dan memperlakukan guru schagal pemegHng
amanah yang melaksmnakan Lemanan politik pemerintah. Oronomi
memberikan kepercavaan guri dan gystem (manajeinen herbusis
lingkunpan) vang memberikan mercka pelwmg dan insentif.dTal
imi memungkinkan pata pura secara moral memiliki komitmaen
professicnal Manfaar pengendalian 10 memetlukan  banyak
BTOEIEIT pengembangan professional, secara tipikal berkenaan
dengan program pelayanar gui yang melatih mereka berbasis
kepuda keperluan pfonomi  gurl  yang diinginkan (Sockett,
200151 2).

Pada sctiap inti darl program pendidikan gum maka sasuran
wium vang akan dicapai adalah pengembangan sefiap calof gurd
antuk mampu  bekerja di Jolam  kelas dan  sementard ita
keprofesionalan  yang sejatl  bethenadn dengan  lembaga
penbdidikan guru yang secard mendalam  depgan  keunikan
penyaman, penilaian, dan mereflelsikan  bawaan calon guru
melalyl beherapa parameter bagl pelaksanaan penilalan bawaan
calon pury sehingga henar-benar kredibel dan berguna {Leblance

& Gallavan, ed, 2009:33},
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Unmuk itu, pendidiken profesi guru menjadi keharusan dalum
ancka menvediakan gurn  professional  yang dibutuhkan
masvarakat untuk mendidik anak-anak mercka sehingga terjumin
baik  proses, mutu maupun  pemenvhan  harapun piiaak
meckepentingan sceara luas, Peloksanaan kebijakan pendidikan
srofesi gury (PPG) mata pelajaran qur'an-hadis dan akidah-akhlak
secuai dengan UTJ Nomor 20 tabun 2003 tentang  system
pendidikan npasional. UU nemor 14 tahun 2003 tentang gurn dan
dosen. PP Nomor 10 tzhun 2005 tentang standar pasional
pendidikan, Permendiknas  nomor 10 tghun 2009 Lentang
sendidikan profesi guru dalam jabatan, dan Permendiknas nomot
4 tahun 2010 tentang pendidikan profesi pra jabatan.

Schagai LPTK, Fakultas Imu larbiyah dan Keguruan [AIN 53U
selama ini menjadi lembaga pendidikan tinggl yang menghasilkan
calon gurn, Untuk saat imi, instiusi  tersebut tidak  hanya
menghasilkan caon guru tetapi juga mengembangkan gu dalam
ranpka meningkatkan kompetensi guru ¥ang sudah  bertugas
sebagai puru. Karena ifw, program pendidikan profesi guru
madrasah tahun 2012/2013 di Fakultas Tlmu Tarbivah dan
Keouruan TATN SU merupakan manah pemcrintah vany telah
celesai dilaksanakan. Para guru vang menjadi pescrta PPG sudah
kembali ke tempat tugasnya setelah mengikuti pendidikan profest
dalam dua scmester. Scbagai sutu kebijakan, maka pelaksanaan
program  pendidikan prolesi  guru perlu  dikaji scjauhmana
sfektivitasnya dalam proses pelaksanaan dan hasil yang dicupal’

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di

atas. dapat diungkapkan bahwa masalab yang diteliti terdiri atas



1) Bagaimana cvaluasi konteks kebijukan PPG bagi guru
madrasah tahun akademi 2012/2013 di Fakultas Imo Tarbiyah
dan Keguman IAIN SUL (2) Bagaimana evaluasi input kebijakan
FPG bagt guru madrasah tahun akademi 2012/2013 di Fakuliaz
Hmu Tarbiyah dan Keguruan TAIN SU. (3) Bagaimana evaluasi
proses kebijakan PPG bagi guru madrasah tehun  akademi
2012/2013 & Fakullas Ilmu Tarbivah dan Keguruan [AIN 5L,
(4) Bagaimana evaluasi produk kebijukan PPG bagi guru
madrasall tahun skademi 20122013 di Fakulias Dmu Tarbivah
dan Kepuruan [AIN SU,

Berdasarkan rumusan masalah sebagmimana dijelaskan di atas,
maka penchitian ini bertujuan, vaitw: (1) Unluk mengetahui
svaluasi konteks kebijakan PPG bagi guru madrasah  tabun
skademi 20122013 di Fakultas Thmu Tarbiyah dan Keguruan
AN SUL (2) Untuk mengetahui evaluasi input kebijakan PPG
sagi puru madrasah  tahun akademi 20122003 & Fakultas
Larbiyvah dan Keguruan IAIN 51 (37 Untuk mengelahut evaluasi
proses  kebijukan PP bagl euru madrasah tahnn  akademi
2012/2013 di Fulcultas [mu Tarbivah dan Kegurnan LIAIN SU, (4)
Untuk menpetahui evaluasi produk kebijakan PPG hagi gure
madrasah tahun akadem: 20122013 di Fakultas Tlmu Tarbivah
dan Keguruan TAIN SU.

Jawaban terhadap rumusun masalah sshagai temuan ilmiak
Siharupkan dapat bermanfaat untuk: (1) Kementerian agama R,
shususnya Ditjen Pendidikan Tslam mendapat mlormast faktual
schagal bahan evaluasi atas kebijukan pendidikan prolest guru

pagi guru madrasah yanp dilakzanakan tahun akademi 2012/213

b



antuk dapat perbaikan dalam pelaksanaan pendidikan profesi gum
Stk dalam jabatan maupun dalam pelaksanaan pendidikan profos
SHru pra jabatan, (2) Fakultas Timu Tagb; yah dan Keguruan TAIN
SU sehagai  pelaksana kebijakan  pendidikan profesi  guru
mendapatkan  hasil  evaluas terhadap pelaksanaan  program
peadidikan prolesi gury madrasah tahun akademi 2012/2013 untuk
meningkatkan ctekiivitas pendidikan profesi vang dilaksanakan
Shun akademi akan datang, (3} Para pengelola dan dosen
=endapatkan  informasi  fakiual entang  elektivitas pelaksana
srogram  pendidikan profesi gury bagi guru madrassh uniuk

serungkatan kualitas PPG pada masa akan datang.
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BABTI
AEBIJAKAN DAN PENDIDIKAN PROVES] GUREJ

A Pengertian Kebijakan

Kebijakan (poficy) menurut asal kata adalah drivrunkun dari
Sehasa Yunani Polis yang artinva kota ( city) (Monahan dan Hengst,
“S82223). Dapat ditambahkan, kebyakan mengacu kepada  varu-
& dan semug bagian pemcrintah yvang mengarahkan untuk

=eacelola kegiatannya,
istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari
k22 policy memang brasanya dikatkan dengan kepulysan
semenntah, karena pemermtzhlah vang mempunyai wewcnang
=20 kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertungpung

sewab melayani kepentingan umum (Abidin, 2005:17).

Secara terminologi, definisi kebijakan adalah berkenaan
Senesn gagasan pengaturan orgamsasi dan merupakan pola formal
Yang sama-sama ditcrima pemerintah/lembaga schingga denpan hal
4 mereka mengefar juanya (Monghan dan Hengst, 1982:224)”

Definisi lain dijelaskan aleh Gamage dan Pang (2003:171),
Sebwa “kebijakan adalah icrdid dad pernyalaan tentang sasaran
20 satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran
s=wsebul dapal dicapai vang dilaksanakan bersama, memberikan
serangka kerja bagi pelaksanaan program”.

Kebijakan adalah suatu proses politik di mana kebutuhan,
“uan, dan maksud diterjemahkan ke dalam satu perangkat sasaran,
Sukum, kebijakan dan propram schingga dapat mempengaruhi

#lokasi sumberdava, tindakan-iindakan, dan keluaran, vang menjadi

il



evaluasi, perbskan/pembaharvan dan kebijakan bar (Cooper,
2004:3),
Dialam konteks tata negara, kebijakan adalah dipahami, vaitu:
1. Kebyjakan Negara itu selalu mempunyal tujuan tertcntu
atau merupakan tindakan yang beronentzs pada tujuan
2 Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola
tindakan pejabat-pejabat pemerintah

3 Kebijakan ilu adalah merupakan apa yvang benar-benur
dilakukan olch pemcerintah

4 Kebijakan Negara 1t bisa bersifat posiif dalam arti
merupakan  beberapa  bentuk  tindakan  pemcnintah
mengendl suatu masalah torfentn atau bersidat negatif
dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk
tidak melakukan sesuatu

5 Kebnyukan pemenntah sctidaknva dalam arti  positil
didasarksn oty selalu  dilanduskan pada  peraturan
perundang-undangan yang bersifat memaksa (Irianto,
2011:335).
Istilah “public” dalam rangkaan kata “public polioy”

mengandung tica konotasi, yaitw pemcrintah, masyarakat dan
wmum. Spektrum pemaknaan ini adalah mencakup subyek, obyek,
dan hngkungan dan kebijakan (Abidin, 2005:22),

Pemaknaan di atas scjalan denean definisi yang diajukan
Newton dan Tarmant (1992:125), bahwa kebijakan seringkali
erupakan garis besar dari kerangka kerja resmi darl pemerintah
dan  menyatakan bagaimana suatu  orpanisasi  mclaksanakan
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- W=ssumg jawabnya. Kebijakan dapat secara resmi tersuarakan dan

'm pada salu manajemen atau level pohtik”,

- Kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah vang dengan

1 hmgannya dapat memaksa masyarakal untuk memaluhinya

wehyjakan publik schagai apa vang dihasilkan pemerintah dapat
. kebijakan umum, kebijakan teknis, dan kebijakan

‘eperssional pada Ungkai vanp paling tendah pada orpanisast

& Jesjang Kcbijukan

Kebljakan adalah  hasil  pengambilan keputusan  olch
sjemen puncak  berupa iujuan, prnsip dan aturan berkaitan
Semzan hal-hal strategis untuk mengarahkan para manajer dan
m] mencntukan masa depan organisasi. Keputusan vang
Hm kebyukan adalah kcpuius.an strategis yang  berfungsi

! Kebijakan diperoleh melalui  suatu proses  pembuatan
*'thﬁum Pembuatan kebijakan (Policimaking) adalah terlihat
m sejumiah proses duni semua bagian dan berhubungan
Wepada sistem sosial dalam membuat sasaran sisiem” (‘Thormpson,
,: rLHs'-’ﬁJI}. Proses pembuatan keputusan memperhatikan  faktor
- Uomskunpan  cksternal, input (masukan), proses (translformasil
-ﬂpn (keluarany, dan feedback (umpan balik} dari lngkungun

Sebagal pem}'ataan verbal atau terfulis atau tersirat dari
 oomsip-prinsip dan aturan-aturan vang dretapkan olch pimpinan




SSagzal garis besar tindakan organisasi, maka kebijakan merupakan
produk keputusan,

Kebijakan memberikan kontribusi sehagai: (1) pedoman
Sk bertindak, (1) pembatas perilake, dan (3) bantuan bagi
sengambil  keputusan”  (Pongtuluran, 1995 7). Keberadaan
s=byakan adalah penting sebagai pedoman perilaku dalam berbagai
Silwitas  strategis  orsanisasi peimerintah  pada level puncak,
meoengah, dan rendah,  DPada  level puncak  pemerintah
mengeluarkan Undang-undang, peraturan pemenniab. keputusan
semenniah, keputusan menterd, peraturan daerah, dan pada tingkat
sperasional koputusan Dinus-Dinas. dan pengaturan operasional
#ada level organisasi pelaksang

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa
ksbiakan dibuat  untuk menjadh  pedoman  dalam  bertindak,
sengarahkan kegintan dalam orgamsasi dan mencapar tujuan yang
==iah ditetaphun.

Kebijakan adalah cara terstandar berpikir tentang dan
=eiakukan sesualy. Kebijakan memberikan bagl keseragaman
periakuan/tindakan  terhadap masalah-masalah dan orang dalam
srzanisasi. Penyimpangan dari kebijakan bisa mengarah kurangyg
=hsiensi. Mungkin dalam hal biya Ichih dan kurang efektif

Suatu kebrjakan adalah pernyataan umum vang dirancang
Sk mengarabkan  pemikimn sescorang  lentang  membuat
seputusan dalam organisasi. Secara khusus kebijakan adalah suaty
PengcTnian wgas dari tindakan untuk diikui atas keadaan tortenny.
Lebyakan nampak sermgkali hanva dilaksanakan daripuda sengaja
sertulis langsung.



Kebijakan adalah produk pengambilan keputusan stralegis.
Schagai kepuiusan strategis maka jenjang kebijakan dihubungkan
dengan jenjang manajemen. vaitu

1] Manajemen Puncak. Kebijakan vang disusun oleh jenjang i
berasal dan hampit semua sumber.

2) Manajenen Menenpah Kcebijakan yang ditelapkan jenjang
ini cenderung mengikuti  perintah atau  referenst  dari
manajemcn puncak atau manajemen menengah..

3) Mangjemen Operasi Kebijakan yang dilelapkan jemang
manujemen operasi biasanya berlaku untuk kegiatan operasi
dan bidang fungsi semua organisasi (Pongtuluran, 19952077

Mengacu kepada pendapat di atas distmpulkan bahwa
kebijakan manajomen puncak dijabarkan oleh kebijakan manajcmen
menenpah, Scdangkan kebijakan manajemen menengah dijabarkan
oleh manajemen operasi dalam  kegiatan kescharmn  personil

OTSHTISALL.

i . Proses Kebijakan

Kehijakan memberkan sesuatu hal umum schagal gars
pedoman bagi semua pegawai dalam meluksanakan tngas mercka.
Kebijukan memberilan arah untuk dan membenikan standar bag
membual kepumisan.  Kebijakan adalah cara torstandar dalam
berpikir tentang melakukan sesuatu.

engan demikian, ada tga proses vang ditempuh dalam
kebiyjakan, vaity; formulasi, implementasi dan cvaluasi (Putt dan
Soringar, 1990:30), Keliga proses kebijukan dimaksud diuraikan
aemr secata holistic mwaknu kebijakan sebagai suatu  proses
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mescemen dapat dipabamm dengan baik. Sedangkan tahap-tahap
e proses pembuatan kebijakan sebapaimana dikemuokakan Dunn

335). penyusunan agenda, formulasi  kebijakan, adopsi
Seheakan,  implementasi kebijakan, dan  penilaianievaluas

Kajian ini memfokuskan proses kebijakan yang meliputi:
Semulast, implementasi, dan evaluasi kebiyjakan.

1. Formulasi kebijakan

Pembuatan  kebijakan  dalam  pemerintahan  termasuk
sirnatas politis, Dalam konteks ini, akuivitas polits  dijelaskan
Seowe pembuatan kebijakan adalah sebugm proses pembuatan
Seakan vangs divisualisasikan beristkan serangkaian tahap yang
seiine hergantung dan diatur menurot arutan waktu, penyusunan
seenda formulasi kebijakan, adepsi kebijakan, implemeniasi
S=ojakan dan penilajan kebijakan,

Mengacu kepada Newion dan Tarrant (1992:125-126), vang
sesgemukakan pendapat Velzen, et al, bahwa: pembuatan
S=ouakan adalah langkah awal yang mencakup identifikasi bidang
wmam,  analigis, penyusunan sasaran, menetapkan  rangkaian
oeaksanaan  menjajaki  administratif,  dimensi politik  dan
masvarakat, negosiast dan konsuliasi dan formulast akhir dan
mesampilkan kebijakan™

Berdasarkan pendapat & atus dapal disimpulkan babwa
serumusan kehijakan  adalah proscs  menganalisis  masaluah,
seavusun sasaran untuk dilaksanaksn dalam iindakan kebaikan

S masyarakat,



Dalam melaksanakan proses perumusan kebijakan, terlebib
dilakukan analisis kebijakan, Karcna kewatan analisis
n adalah kegiatan pokok dalam perumusan kebijakan untuk
weeberikan pijakan awal bagi sualu keharus pembuatan suatu
ketskan (Dwijowijoto, 2003:86)".
Keheradaan analisis kebijakan merupakan rangkaian dari
eeclaian formulasi kebijakan. Dijelaskan bahwa:"policy analysis
| & am applied social science disciplne which use multiple metheds
- snguiry and argument (o produce and lransform policy refevard
ation that meay be wutilized in political setting to resnive
_ prablems”. Analisis kobijakan merupakan penerapan chsiplin
Sow sosial yang menggunakan berbagal metode penyelidikan
konteks argumentasi dan debat publik untuk menciptakan
= kritis, menaksir dan menpkomunikasikan pengetahuan yang
n dengan kebijakan™ (Dunn, 2003:35}.
_ Analisis kebijakan sebagaimana dikemukakan Barduch
ﬁh suaty aktivitas politik dan sosial. oleh sebab itu seszorang
, = tertarik di bidang ind memetlukan suaiu TangEung jawab
: szl dan intelekiual dari kualitas hasil pekerjasn atau kegatan
i i bidang analisis kebijakan (Dwijowijoto, 2003:84)
Analisis kebijakan adaluh tindakan yang diperlukan untuk
- @buainya sebuah kebijakan haik kebijakan vang baru sama sekali,
* siau kebijakan yang baru sebagai konsckuensi dari kebijakan yang
ada
Analisis kebijakan memiliki tipa pendekatan, yailu: (1)

T

,' ' ‘pendekatan empiris, berupaya menjawab permasalahan fakia-fakts,
12} pendckatan evaluatif, berupaya mencari nilai atas sesuatu, (3)
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 semdckatan normatif, membcrikan upaya tindakan alas apa vang
Benes dilakukan (Dunn, 2003:97-9817 |
Anahisis kebijakan merupakan proses pengkajian kebijakan
ok dapat memahami kebijakan dengan baik dan benar serta pada
umya  dapat  memberikan  penjelasan  dan  saran  dalam
=anaan kebijakan sebaga upava untuk mencapai efektivilas

=
AKATT,

Terdapat tiga bentuk analisis kebijakan, vaita: prospektif,
vspekiif  dan  inteeratifl  Analisis  kebijakan  prospektil
Setkan  produkst dan  transformasi  informasi  sebelum
siaksanaan kebijakan dimulai dan dilaksanakan (biasanya
ukan oleh ahli ekonomm), ahli sistem dan ahli operarion
). Analisis kebijakan retrospektif merupakan usaha
srodukst dan mentransformasi infomasi sesudah kebijakan
=sisanakan (biasanya dilakukan oleh ilmywan vang berorientasi
1: spada disiplin ilmu dan aplikasi kebijakan), Sedangkan analisis
Ashuskan integraif adalah analisis vang lebih komprehensif dan
cnzkombinasikan prospekiil dan relrospektif. Dalam kegiaian inj
malisis dilakukan secarn terus menerusterkelanjutan (Dunn,
| 200399)

‘ Dalam menggunakan beniuk analisis kebijakan ini, perlu
dsesuaiks dengan tujuen yang diinginkan para pelaku analisis
tehuakan dalam berbagai bidang dan organisasi.

& Iegasnya, analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi

b

veng relevan dengan kebijakan pada suatu, beberapa atau seluruh
25ap proses pembuatan kebijakan, tergantung tipe masalah yang
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Fformulast kebijakan mengandung beberapa isi penting
diyadikan  sebagm  pedoman tndakan sesmai  yang
—nakan. Adapun 1si kebijakan mencakup: (1) Kepentingan
‘ terpengaruh oleh kebijakan, (2) Jenis manfsal vang akan
eslkan. (3) Derajat perubahan yang diinginkan, (4) Kedudukan

=t kebnjakan, (3) (siapa) pelaksana program, (6) Sumberdava

r dikerahkan  (Dunn, 2003}  Sedangkan dalam konteks

Sementasinyg, maka  kebijakan berisikan: (1) Kekuasaan,
\esentingan dan strategi pelaksana vang terlibat, (2) Karakterisiik
shes= dan penguase, (3) Kepatuhan dan dava tangeap.

Sclain itu, hal vang penting adalah informasi vang cukup
® perumusan kebijakan Menurut Tangkilisan (2003:10). jika
Smouat keputusan tidak memiliki informasi dalam implementasi,
mescha tdak akan tahu aps vang harus dilakukan dengan hasil-
: _. studi evaluasi™.

Formulasi kebijakan dapat diwujudkan dalam berbagai
bidang kebijakan, keputusan dan alternatif keperuan,

=an denpan masalah di atas digambarkan olch Jauch dan
(1988351}, dalam buku “Business Policy and Sirategic
sgement”,  yaitu:  bidang  perkebunan  dan  peralatan,
sessacanaan produksi dan kontrol. tenaga kerja dan penempatan,
an produksi, pengorganisasian dan manajemen’”,

Dengan  demikian, pembuatian kebijakan cfektif adalah
umian dan penerimaan  twjuan pada semua level untuk
mekatkan peluang organisasi mencapai sasaran dan  tidak

“uang energl dengan kontlik” (Colin dan Newton, 126),
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Formulasi kebijakan merpakan proses membuai kebijakan
I___’_ serian kebutuhan untuk memccahkan persoalan masvarakat
s mencapai kehidupan lebib haik,

. Implementasi Kehijakan

. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adslah cara van
2 kan agar sebuah kebijukun dapat mencapai tujuannya.
‘q_ skan oleh Pult dan Springer (199:45), implementasi kebijakan
B scrangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan
22n kebijakan dalam formulast terwujud ke dalam prakik

Bagaimanapun, tujuan kebijakan  adalah  melakukan
Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarmyva
- tindakan (action) inlervensi ity sendiri. Implementasi
dalam konteks manajemen adalah berada dalam
2 orgamizing-leading-controling, Dengan demikian ketika
@n  sudah  dibuat. maka tugas peniing vang mest

-2

sisanakan  adalah  mengorpanisasiken  dan  melaksanakan
mpman untuk mengarshkan pelaksanzan dan pengendalian
=n  tersebut. Di omana  posisi kepemimpinan  dalam

emiasi kebijakan?

Tangkilisan (2003;11), berpendapat bahwa pelaksanaan

memerlukan scjumlah keputusan  dan tindakan. Ada

faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu

kasi, sumberdaya, disposis atau sikap dan  sruktur

= -y
w]

Para pelaksana kebijakan mesti tahu apn yang harus
Siesakan, Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi mesti

2t



visikan kepada personalia yang tepat schelum bisa diikut
1 im membutahkan keakuraian dan dapal diterima para
Jika kebijalan harus diimplementasikan secara {cpat,
=i Kebuyakan yang dimiplementasikan harus diterima secara
; & | Fangkilisan, 2003:19).

i Ada dua pilihan langkah impelementasi kebjakan, vaitu;
: mengimplementasikan dalam benwuk Program-program,
& cepal melalui kebijakan derivat {terunan) dari kebnjakan
5 frsebul, Seceara umum digambarkan oleh Drwijowijoto

3 18) sebagai berikut-

PublikMasverakat/penerima keurtungan |

Gambar [ : Implementasi Kebijakan
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Proses implementasi kebijakan dapar dikemukakan i sini
kehijakan Publik dalam benmk Undang-Undang, maka
stut adanya kebijalan twrunan dalam  bentuk Peraturan
i _' cnntah, atau Peraturan Daersh (Perda). Dalam hal im Perda
;an  peraturan aiau kebijakan  penjelas  atap  sering
shkan peraturan pelaksanaan, Adapun kebijakan publik vang
- operasional antara  fain:  Kepres, Inpres, Kepmen,
—— Kepala Dagrah, Keputusan Kepala Dinas Fendidikan dan
Sayaan dan lam-lain
Proses [ormulasi kebijakan dan penvusunan sasaran adalah
& melaksanakan kebijakan ke dalam tindakan memcrlukan
nazan batk vang tlernci Kebijakan dapat bersumber dan
level dan sumber, yatu pemerintah pusat, duerah,
giemistrator, gury, kepata sckolah, orang 1a dan jarang sckali
S siswa (Newton dan Tarrant, 1992:126).
. Bagmimanapun  keberadaan  implementasi  kebijukan
imana dikemukakan dalam gambar di atas, bahwa dimula
srogram, proyek dan kewiatan. Ini proses implementas
an. Model ini adalah hal vang lazim diaphikasikan dalam
wemen sektor publik.
Sejalan dengan pernyataan di atas dikemukakan Putt dan
sreer. (1990:45) implementasi kebijakan memerlukan banyak
- <an dan tindakan seperti; menjamin dan menguatkan berbagai

S

dan peraturan, mengeluarkan dan membuat penemuan,
sen dan pembinaan personil, menghargai dan membual
menciptakan unit organisasi bara supervisi stall membual
an dan menciptakan bentuk menganalisis laporan.
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Implementasi kebijakan bermakna pengembangun krilcria
‘ = dalam praktik bag pembuatsn keputusan vang mencapal
'j_l'" sad kebyakan, Dalam implemeniasi kebijakan maka yang perlu
atikan adalah bapaimana prakondisi untuk keberhasilan
claisanaan kebyjakan, vaitu: komumkasi, sumberdaya, disposisi
S sikap dan strukiur birokrasi.
Keempat faktor tersebut berkena secara simullan baik
s=mgsi datam memudahkan pelaksanaan kebijakan dan dapat
menghambat proses pelaksanaan. Perlu ditegaskan bahwa
meniasi kebijalan adalah proses dinamis yang mencakop

~at variabel tersebut,

: ~ Komunikasi

~ Proscs komunikasi ckfcktif diperlukan dalam kerangka
: kehijakan, Pimpinan  harus  mengkomunikasikan
22 bidang vang bertangeung jawab dalam melaksanakan
jeliakr supava mercka memahami kebijukan yang menjadi

wmesune jawabnya, Perlu disampaikan kepada persomaba yang

kebijakan yang jelas. akural dan konpsisten. Komunikasi
i=udkan sebagai prakondisi sebelum kebijakan dilaksanakan,
ity kewenangan harus diberikan kepada pelaksama dan
pula diberikan ruang kreativitas dan adaplasinva dalam
selaksanaan  kebijakan  Jadi  fidak semuanya finel, karena
sessberdayaan personil juga diperlukan setiap organisasi.

Untuk mengimplementasikan kebijakan secara tepal, ukurap
mebementasi mesti tidak hanya diterima, namun kebijakan vang
Slskeanakan bagi mercka mesti juga jelas. Jika tidak, para

e sksana akan kacau denpan apa yang seharusnya mereka lakukan



mereka akan memiliki kewenanpgan untuk melaksanakan

= akan dimaksud. Widodo (2007:97) menjelaskan komunikasi
_'_ v akan berarti merupakan proses pohyampalan  informasi
govakan dari pembual kebijaken kepada pelaksana lkebijakan
miplementors). Komunikasi adalah perckat orgamsasi dan
nasi adalah asal muasal dan kerja sama Lm  serma
erentuknya sinergl dan integrasi datam pelaksanaan kebijakan,
& Sumberdaya
Betapapaun jelasnya proses komunikasi kebijakan kepada
ssana kebijakan dan betapapun perintah dan kewenangan sudah
—kan. tapi kalan sumberdaya (resomrces) vang tersedia tidak
ng hal ini dapat menghambat pelaksanusn kebijakan,
sun pentingnya masalah sumberdaya ini mencakup; jumlah stal
s tepat. keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan

cara melaksanakan kebijakan dan berbagat komponen

Jika sumberdaya tidak cukup, berarti kebijakan tidak akan
sana karena prosedur kerja, kegiatan yang ditclapkan tidak
dibumikan dalam memenyhi tajuan dan harapan srokehaolders,
pelanggan. Dwijowijoto (2003178} berpendaput bahwa
ssaan atau power adalah syarat bagi keefekifzn implementasi
wakan Tanpa otoritas vang berasal dani kekuasaan, maka
gakan akan tetap berupa kebijakan-tanpa ada pengarub dari
=t kebijakan™.

Putt dan Springer, (199:49) menjclaskan implementas:
hhn memerlukan  keputusan  tentang  anggaran  dan
H"[Iﬂdtiktwltaﬁ Tentu saja sumberdaya yang utama dalam

|i.

.
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: ._ seasi adalah sumberdaya manusia. Sumbcrdaya tidak hanya
an  denpan kekuasaan sescorang/pelaskana membuiat
n tentang anggaran uniuk melaksanakan kebijakan, atau
< mengambil keputusan, tetapi juga berkenaan dengan
: material, informasi, dan sumberdaya
pamsial pembiayaan  (Agustino, 2006:142)”. Humya - dengan
. cumberdaya orgamisasi yang mencukupi, maka
seakan dapat dimmplementasikan oleh pelaksana kebijakan
o mencapai visi, misi dan tujuan yang diharapkan.
Diisposisi atau sikap di sini dimaksudkan adalah sikap
_ <ana kebijakan. Hal i terkait dengan adanya sikap vang kuat
pelaksana vany memiliki kapasitps dalam melaksanakan
an Ttu artinya, pars pelaksana kebijakan yang ditetapkan
1 kemampuannya menang harus terdorong sepenuh hati alau
emliks komitmen melaksanakan kebijakan ditmaksud. Ih sin
oiukan  keseimbangan  pandangan  bahwa kebijakan
skan memenvhi tujuan pribadi dan tujuan OTRANISAsE
seea kebijakan menyenwh harapan vang sejatinya adalah
memcanai tujuan. Betapapun kapasitas pelalssuna diakui sigmifikan,
- alau sikap tidak kondusif bugi pelaksand kebijakan mala
" an hanya tinggal angan-angan atau sckedar ada saja.
:' ~wei komitmen, dan dukunpan pelaksanaan kebijukan dapat
suhkan denpan melibatkan personil dalam menyusun sasaran,
mengIiy worl Ooal-Setting Theory, bahwa; beketrjasama dengan
pesswal MENySuSUn susaran berimplikasi pada penvediaan target

motivasi. membuat sasaran khusus daripada umum, dengan
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=i melakukan yang terbaik, scrfa memberikan umpan balik,
sindakan memberikan umpan balik membimbing perilaku.
membanti mengalasi hambatan  dalam  kinerja  dan
. suan mengkoreks) tindakan™.

 Dapat disimpulkan bahwa, sikap dan kemampuan pelaksana
peakan dalam melaksanakan kebijakan harus menjadi pethatian
- saer linggi, menengah dan pelaksana dalam mencapal Visi,
s dam tujuan kebijakan
- Seruktur Birokrasi
. Bila para pelaksana sudah (ahu apa yang akan dikerjakan
. dikomunikasikan dan mau melaksanakannya, namun
an kadang terhambat karena struktur birokrasi. Koordimas

faktor strukiur bivokrasi yang dapal menghambat
aan kebijakan. Bagaimanapun,  dalam pelaksanasn
> melibatkan banyak orang, bidang dan lingkungan yang
seencaruhi kelancaran dan keberhasilan kebijakan. Jadi apa
- ﬁt:hﬂt prosedur tetap (protap). atau standard operasiond
(SOP) merupakan cara-cara yang ditempuh bagi
gmcaran kebijakan agar berjalan dengan baik.

- Bagaimanapun,  pelaksapasn K ebijakan  merupakan
wmentum penting dari keseluruhan kebijakan suatu organisasi,
terkait denzan pelaku dan lmgkungan kcbijakan sebagai
sistem sebagaimana pendapat Dye. dalam Widodo (2006:13},
<kannva pula bahwa implementasi kebijakan adalah proses
= memerlukan lindakan-tindakan  sistematis,  dap

canisasian, interpretasi dan aplikasi kebpjakan sehingga

<ana dengan baik mencapal kinerja kebijakan.
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iasi kebijakan berkaitan dengan jemis teknik vang
an dalam pelaksanasn kebijakan, Pertama, implementasi
A vang berpola “dan atas ke bawah® rop dewni dan
ke atas © (bottom up), dan pemilihan implementasi
vang berpola paksa (command and  conrali dan
TS pasar (economic incentive) (Dwijowijoto, 2003:176 ),
Ada beberapa variabel yang termasuk schagui faktor van g
aruhi  kebijakan publik, yaitn: (1) aktivitas
ntasi dan komunikasi antar organaisasi, (2) karakicristik
= pelaksana/implementor, (3) Kondisi ekonomi, sosial dan
dan. (4) Kcconderungan (disposision) dari pelaksana

Menuwut Jauch dan Glueck (366:367), uda beberapa

wwsisi dalam implementasi kebijakan sebagai berikut:

o8 yang mempersiaphan pelaksanaan kebijakan dan
ma bugi pilihan sirategi akan lebih efektif daripada vang

k melakukan,

¢ Lembaga vang memiliki kemampuan strategi. pengalaman dan
- kepribadian yang cocok dengan strategi akan lebih cfeksif,

# Lembags vang memiliki rencana pengembangan karir  akan

3 H efekut daripada tidak memilili,

_' Pemumpin yang  melaksanakan konsep  pengembangan
d__misasi akan lebih  efektif  mclaksanakan stralepm
perubahan”.
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asi Kebijakan
kebijakan tidak boleh dibiarkan begitu saja seielah
Begitu  pelaksanaan  kebijakan  berlangsung
perlu  diperiksa.  Sebagai proses  mangjemen,
adalah keharusan atau diperlukan sebagai proscs
an atan cvaluasi kebyjakan, Fvaluasi kebijakan publik
sebagal  proses untuk mengetahw  sejauhmana
an kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada
pihak terkait (stakoholders) mya. Depgan kata  lam,
ma tujuan kebijakan tersebut telah lercapal IV sis1 fan,
dipergunakan unfuk mengetzhui  kesenjangapn antara

vigjuan denpan  kenvataan yang  dicapai {Dwijowijoto,

~ Dengan demikian cvaluasi bukan dimaksudkan mcneapai
wzhan para pelaksana kebijakan, akan tetapi pesan ufamanya
supava kekurangan dan kelemahan dalym  pelaksanaan
dapat diperbaiki sehingga pencapaian twjuan lebib
misimal Tepatnya, evaluasi kebyakan samata-mata bersifat positil
& konstruktif.

- Pun dan Springer, (1990:84), menjelaskan evaluasi adalah
weiah menerima wmpan balik yang utama dan proscs kebijakan,
snalisis kebijakan memberikan sejumlah jenis informasi dalam
i Evaluasi kebijakan moemberikan informasi  vang
: lehkan stakeholders mengetahul apa yang lerjadi berikutnya
o maksud kebijakan Evalvasi juge memberikan pemapaman
v tas implementasi kebijakan Pada tingkat kompleksitas lebih
evaluasi  dimaksudkan untuk mengidentilikasi tingkat
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masilan pelaksanaan yang dicapai sesuan sasaran (Mewton dan
1992:127).  Akhiroya, evaluasi  dapat  memberikan
sstaman terhadap alasan keberhusilan kebijakan atau kegagalan
IO cinberikon  Garen. tohadap  tindakes ik

srdayakan pchcapaian sagaran kebijakan

Lebih lanjut dijelaskannya, tujuan evaluasi kebijakan adalah
' fajan pencapaian sasaran dari pengalaman terdahulu. Tanpa
suwan pelaksanaan dan hasil wsaha, ada sedikit kemungkinan
ssskatan program i sini paling tidak ada beberapa sasaran
@ kebijakan, sebagmmana pendapat Glaser, Abelson, dan
FSon, vaiiu:

‘Menentukan seluruh kebijakan dan nilai  kebijakan dalam
_ : pencapaian maskud sasaran,
: Mengidentifikasi  keberhasilan  dan kegagalan  komponen
~ kebijakan,
-~ Penerimaan program sﬁatcgik yang merupakan kontribusi
! - =rbaik rerhadap keberhasilan implementasi kebijakan,
Pemilaian efck samping yang tidak diharapkan alau akibat vang
- ndak dinginkan dari usaha kebijakan,
: Perspektif lain dapat ditambahkan bahwa manajer perly
1 pemabaman bahwa cvaluasi kebijakan bukan hanva
pada evaluasi pelaksanaan kebijakan saja. akan tetapi
i kebijaken mencakup covaluasi porumusan  kebijakan,
st implementasi kebijakan dan evaluast lingkungan kebijakan,
ketiga bagian itulah yang menentukan keberhasilan
steakan Jadi ovaluasi sebenamya penilaian terhadap hasil yang

dart  pelaksanaan  kebijukan wvang oleh pelaksana
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dengan  penaksiran (appraisalj, pemberian angka
&nl pemilaien (ussesment). Dengan demikian, evaluasi
eehesaan dengan produksi informasi mengenai nilai atay manfaal
kebijakan. Lvaluasi kebijakan memberikan informasi yang
dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, vaiu
s jauh kebuluhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai
salei tindakan publik. Th sini evaluasi membcrikan konteibus
e Mlarifikas dan keitik terhadap nilai-nilai yang mendasari
tyjuan  dan fargel, Bahkan evaluast memberikan
w51 pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya
& perumusan masalah dan rekomendasi.

i sim diperjelas keberadaan ecvaluasi kebijakan, vang
- evaluasi formulasi kebvjakan, cvaluast rmplementas:
dsen  cvalussi  lingkungan  kebijakankinega
= o Dwijowijoto, (2603 186),

1 Dwalam kaitan ini evalussi kebijakan mencakup liga bidang
= utama, yaitu;  pemantauan  kmena, melaksanakan
h evaluasi dan melaksanakan cvalnasi proses,

; Momitoring Program

Monitoring program mencakup pengumpulan data secara
. ¢ dan borkelanjutan atau aklivitas program. Inforinasi iiu
pemcakup dua jems utama, vaitu!

s AMasukan  adalah  sumberdaya yang  dibutuhkan - dengan
pelaksanaan aktivitas program. Anggaran biava dan wakiu
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merupakan masukan dasar pelayanan sebagar  pengukuran
efisiensi.
» Hasil adalah produk dani altivitas program. Scjumiah kasus

proses, jumlah hambatan, jurlah hambatan pemyataan kalimat,

dan keempat adalah contoh ukuran hasil pelayanan scbagai

indikator efektivitas.

Pemantausn  program  juga  mencakup pengembangan

Shaor kimerja vang terstandar dan sistem pelaporan. Dengan

ssikian harus ada indikator kinerja yang terstandar sebaga acuan
eeilaian,  karea  dengan begitu akan mudah meongukur

Meterhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selain itu, sebagai

geeses menajemen yang memerfukan data, maka ada proses

pelaporan yang dratur olch manajemen untuk memudahkan proses

— aan pihak manajemen puncak.

.'_ij Evaluasi Penguruh

- Evaluasi pengarvh dilaksanakan untuk menentukan tingkatan

scapaian kebijakan vang sesuai schagaimana dunaksudkan dalam

sesaran” Dunn (2003:182) Lvaluasi pengaruh adalah lebih dari
' sssembangan monitoring program, yang berart pengaruh evaluas
= adalah berkenasn dengan fokus perubahan dalam hal sosial dan
Seedisi pisik. Sebagaimana halnya dalam program pembcelajaran

‘Besses Ingeris scbagas bahasa kedua, pemantauan mumngkin

memerlukan sejumlah dokumen mengenai penggunaan jam dalam
: Evaluyasi pengaruh memiliki  fokus atas basii  dar
wmbelajaran, vaitu persentase pelajar yang mencapal tingkatan ahli
Seem membaca setelah beberapa periode masa pembelajaran,
P-ksanaan analisis  cvalvasi pengaruh adalah mengembangkan
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sesuran atas [okus jangka pendek dan jangka panjang baik vang
SSScapel lujudn maupun tujuan yang lidak tercapai, dan tidak
=va sederhana masalah pelaksanaan pekerjaan.
Diengan demikian evaluasi pengaruh secara ideal memberikan
danpada suatu deskripsi dan perubahun dalam pengukuran
“an program  implementasi.  Tetapi juga anabisis usaha
=rancang kajian bahwa membiarkan mereka menentukan berapa
perubahan i dicirikan dalam kebijakan yang diovaluasi
Secara baik.
3) Evaluasi Proses
| Evaluast proses adalash menentukan mengapa program
aksanakan pada level ini dan apakah dapat dilakukan untuk
meningkatkan kinerjaDunn (2003:184) Berdasarkan hal ini,
asi proses berkenaan dengan identifikasi janngan khusus
1 =r= aktivitas pelaksanaan kebijakan dengan kinerja program.
wan kapian i tidak dimaksudkan  menentukan apakah
I SHAm  mencapai sasaran  khusus, sebagai  suatu pengaruh
eveluas, tetapi untuk mengembangkan  rekomendasi  bam
pemunckatan proscdur propram implementasi.
1"_ Evaluasi Formulasi Kebijakan
| Secara  umum, evaluasi  formulasi kebijakan  publik
senuan  dengan  apakah  formulasi kebijakan publik telah
sanakan dengan cara;
- ') Menggunakan pendekatan vang sesuai dengan masalah vang
hendak diselesaikan, karena setiap masalah publik memerhukan
model formulasi kebijakan publik yang berlainan,



Mengarah kepada permasalahan inti, karena setiap pemecahan
masalah harus benar-benar mengarah kepada inti permasalahan,
1 Mengikut prosedur vang ditcrima secara bersama, baik dalam
- rengka keabsahan maupun juga dalam rangka kesamaan dan
- keterpaduan langkah perumusan,
Mendavagunakan sumber dava yung ada secars optimal baik
dalam bentuk sumber daya wakiu, dana, manusia dan kondisi
mgkungan strategis™( Dwijowijoto, 2003 188],

Dengan demikian model formulasi yang dipilih merupakan
wran yang standar dan dapat digunakan untuk menilai proses
asi. Judi secara prakis paling tidak ada sebelas model
ssaiuasi formulasi kebijakan publik, yaitu: (1) mode! kelembagaan,
=) model proscs, (3) model kelompok, (4) model elit, (5) model
- (6} model inkremental, (7) model teon pormainan, (8)
ol pilihan publik, (%) model sistem, (10) model demokratis, dan
1) model pemmusan strategis (Dwijowijoto, 2003:108).

.': & Fungsi Evaluasi
Evalusi kebijakan merupakan tahap penting dalam kebijakan
ik Ada beberapa fungsi evaluasi kebijakan publik. vai:
Pertama, evaluasi memberi informasi vang valid dan dapat
Spcrcaya mengenal  kinerja kebijakan, vaitu: seberapa jauh
Ashuiuhan, nilai dan kesempuwmn telah dapat dicapai melalui
- Smdakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan sebcrapa
suh tjuan-tujuan tertentu (misal perbaikan kesehatan) dan target
. ementy {schagai contoh 20 % pongurangan penyakn kroniz pada
Ehun 19907 telah dicapai.
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Eedua evaluasi kebijakan memberi sumbangan klarifikast
sk terhadap nilai-nilal yang mendasari pemilihan fujuan dan
= Nl diperjclas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan
dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan securd
55 kepantasan mjuan dan farget dalam hubungan dengan
jeh vang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan
= analisis dapal menguji alieratf sumber nilai (misalnya
kepentimgan dan pegawal negeri, kelompok-kelompok
landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalilas
cknomis. legal, sosial, subsiantif).
- Keriga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode
g =nalisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah
dasi. Tnformasi tenlang tidak memadainya kincgja
mian dapat memberi sumbangan pada perumusan  ulang
Dwan figa fungsi di stas, dapat disimpulkan babwa sistem
kebijakan harus menvediakan twuan bagi menjamin
ulang, evaluasi dan rovist kebijakan” (Bague dan
139) Maka rewvisi kebijakan dilakukan dengan
bahwa alternatif kebijakan vasg diunggulkan
a perlu diganti dengan yang lain.
Sebagian besar pemahaman evaloasi kebijakan pubhk
peda domain ini. Hal ini bisa dipahami, karena lahap
memt=si kebijakan merupakan fakior penting dan kehijakan
- Sarus dilihal benar-benar. Mengacu kepada Elfendi dalam
-' woto (2003:194) mjuan evaluasi implementasi kebijakan



S0k adalah untek mengetahui vaniasi dalam indikator-indikator
smena yang digunakan menjawab pertanvaan pokok berikut:
. Bagaimapa  kinetja implementasi  kebijakan  publik?
Jawabannya herkenaan dengan kmerja implementast kebijakan
publik (variasi dari oumfcome) terhadap variabel indeperden
fartentn.
Faktor-faktor apa sajakah yang menycbabkan variasi itu?
Jawabannya berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri,
organisasi implementasi kebijakan yang mempengaruhi
variasi outcome dari implementasi kebyakan,
Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut waktu
si_vaitu; sehelum dilaksanakan, pada wakiu dilaksanakan dan
s dilaksanakan. Fvaluasi sebelum pelaksanaan yang disebul
(2003:24) sehagai evaluasi summatil. Evaluast pada waktu
2an hiasatiya disebul cvaluasi proses. Scdangkan cvaluasi
3 kebijakan vang juga disebut sebagai evaluast konsekuensi
) kebijakan dan atau evaluasi pengaruh (owicome) kebijakan.
okan versi lain dari pendapat Dunn, bahwa cvaluasi kebijakan
pendekatar (1) evaluasi semu, dengan lujnan,
2 metode deskriptif untuk menpghasilkan mformasi
wid tentang hasil kebijakan, (2) evaluasi formal yang hertujuan,
emeunakan metode doskriptil’ untuk menghasilkan informasi
- terpercava dan valid mengenal hasil kebijakan secara formal
sebagai fujuan program kebijakan dan (3) evaluasi
<an fcoretik dengan tujuan menggunakan metode deskriptil

menghasilkan informasi yang lerpercaya dan vahd mengenal



Lehijakan vang sccara cksplisit dimmnkan oleh berbagai
o kehijakan,

Echijakan publik  yang dilaksanakan oleh  berbagai
i pemerintahan menuntut pencapaian sasaran dengan
sumberdays, komunikasi, samberdaya yang ada sera
birokrasi vang kondusif. Oleh sebab 1tu, bag pembuat dan
2 kebijakan publik dalam berbagai bidang kehidupan, baik
gme  ckonomi, pendidikan, agama, politik, pemerintahan,
1 maupun perdagangan memerlukan perhatian  vang
5 h terhadap berbagai instrumen dalam melakukan
st kebijakan publik.

~ Petunjuk praktis evaluasi implementasi kebijakan publik
w dizambarkan scbagai berikut:

Kesesuaian dengan Metode
» implementiasi

Kesesugian dengan najuan
evaluasi

! Kesesuaian dengan Tl emenlasi
kompetensi 1 Kehijakan

¥

.l Kesesualan dengan f
sumberdaya yang ada

Kezesuzian dengan

lingkungan evaluasl

Gambar 2: Evaluasi Implementasi kebijakan
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2)

3)

4)

- 5)

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa valvator

harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut,

1) Evaluator harus menyesuaikan alat ukurmya dengan model atau

metode implementasi kebijakan. Pada dasarnya seliap metode
implementasi kebijakan di dalam dirinya telah menyediakan
alat ukur bagi keberhasilan/kinena implementasi kebijakan.
Evaluator harus menvesuaikan evaluasinya dengan tujuan dari
evaluasi yang dibcbankan kepadanyz.

Evaluator harus menvesuaikan  diri cvaluasinya  dengan
kompetensi keilmuan dan metodologls  yang dimilikinya.
Seorang evaluator dengan kompetensi ckonomi diharapkan
tidak melakukan evaluasi politik.

Evaluator harus menvesuaikan divi dengan sumberdaya yang
dimiliki mulai sumber daya waktu, matusia, afat atau teknologi
dana, sistem, manajemen, bahkan sumberdaya kepemumpinan
vang ada.

Evaluator harus menyesuaikan diri dengan lingkungan evaluasi
agar ia bisa diterima dengan baik oleh linghungan yang akan

dievaluasinya™

uasi Kebijakan

Menurut Fatiah (2013:234) istilah cvaluast mempunyal arli
vang berhubungan masing-masing menunjukkan pada aplikasi
beberapa skala milal techadap hasil kebijakan dan program.
Secara umum  istilah  ovaluasi dapat disamakan dengan

nenaksiran (appraisal, pembenan angka {rating) dan penilaian



lassessment) sebagai usaha untuk menganalisis hasil kebijakan
dalam arti saluan nilainya,

Evaluasi bertyjuan untuk memberikan informasi yung
akan membantu dalam membuat penilaian tentang kecocokan,
efcklivitas dan efisiensi program (Athanasou, 2009:1). Dalam
konteks ini digambarkan Tuang lingkup evaluasi, khususnya
evaluasi program sebagai berikut:

5 of evaluations
= mprove
8o decisions

8 2 response 1o controverdy The ohjects of

w0 comipar: evalualions
= puige — Evaluations 1 *  program
&5 = managemeni »  policies

. mmmrement * initiatives
W0 determine cffectivensas

2 Emsess quality
= determing petformance

Gumbar 3 : Evaluasi Program

Dari gambar di atas dapai dipahami bahwa sasaran
cvaluasi mencakup: untuk peningkatan, diarahkan bagi
keputysan, sebagai respon  terhadp Kontroversi, untuk

membandingkan, menilai, persyaratan manajemen, meneniukan
clektivitas, menilal mutu, dan untuk menentukan kinerja.
Sedangkan yang menjadi objck evaluasi adalah mencakup
program, kebijakan, dan tindakan injsiatf {Alahanasou,
2009:4) pendapat lain menegaskan bahwa objek dari cvaluas
terdini atas : (1 ) kebijakan, (2) program, (3) produk, dan (4)
pribadi-pribadi (John Owens, 2006:23).
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L. Frofesionalitas Guru

Untuk membahas konsep profesionalitas pure, perlu teriebih
Ssbulu diketengahkan kajian tentang pengertian profesi Menunm
Sunandar (2011:45) profest menunjukkan lapangen yang khusus
S0 mensyaratkan studi dan penguasaan pengetahuan khusus yvang
mendalam.  seperti  bidang  hukum, militer, keperawatan,
Lependidikan dan sebagainya Pckerjaan yang hersifat professional
peofessional adalah pekerjaan vang hanya dapat dilakukan oleh
mereka khusus dipersiapkan.

Lebih jauh dijelaskan bahwa profesi adalah suatu keahlan
call) dan kewenangan dalum  suatn jabatan  fertenla  vang
mensvaratkan  kompetensi (pengetahua, sikap, dan keterampilan)
Sestentu secara khusus vang diperoleh dan pendidikan akaderms
vane intensif (Kunandar, 2011:46).

Profesi dapat dimaknai scbapai pekerjaan yang dilandas
peadidikan keahbian (kelerampilan, kejujuran dan sebagamya).
Secanckan profesionalisasi dipahami, ialah proses momupat suatu
Sedan organisasi agar menjadi profossional. Sedangkan profesional
et (1) bersangkutan dengan profesi, (1) memerlukan kepandaian
Whusus untuk menjalankannya, dan. (3) mengharuskan adanya
sembevaran wniuk melakukannya 1) sini dapat  disimpulhan
meneenal kritena profesi, vait:

1 Ada standar untuk kerja yang baku dan bagus
I Ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya
dengan program dan jemjang pendidikan yang bakn serta

memiliki  standar akademik yang memadai dan yang



szzung jawab tentang pengembangan ilmu pengetahuan
=¢ melandasi profes: itu
orgamsasi  mewadali  para pelakunva  uniik

wmempertahankan  dan memperjuangkan  eskistensi  dan
va
ctika dan kode etik vang mengatur perilaku par pelakunya

m memperlakukan kliennva

sistem imbalan tethadap jasa layanarmya yang adil dun
dan

.'__." pengakuan masyarakat (prolesional, penguasa, dan awam)

22p pekerjaan itu schagai suatu profesi.

__ petensi-kompetensi yang mehputi keprofesiomalan puru
Ssarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2005, tentang Guru dan
= dapat dilibat  dari empat kompetensi, yaira: (1)
: Pedagogik, (2} Kompetensi  kepribadian, (3)

petcns) profesional, dam, (4) Kompetensi sosial

Sompcicnsi pedagopik: Kemampuan dalam  pengelolaan
betasaran peseria didik, indikatornya:

naman wawasan atau landasan kependidikan
ahaman terhadap peserta didik

sembangan lurikulum/siiabus

—.— gan pembelajaran

“iaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
anfaalan teknologi pembelajaran

uasi proses dan hasil elajar, dan
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o

=mgembangan  pegerta  didik untuk  mengakwalisusikan
‘Seshagai potensi yanp dimnhkinya.

Mﬁnﬁi kepribadian: pemilikan sifat-sifat kepribadian,

Serakhlak mubia

Ar dan bijaksana

Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat

Secara objektit mengevaluasi kinerja sendini, dan

dan siap mengembangkan din sccara  mandirl  dan
erkclanjutan.

X smpetensi  profesional:  kemampuan dalam  menguasai
e san bidang ilmu, teknologi, dan/atay seni vang diampunya,
fsornya:
ori pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi
. Tozram satuan pendidikan, mata pelajaran, danfatau kelompok
=aa peajaran yang akan diampunya

Sonsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau
sem vang relevan yang sceara konseptual menaungt atau

41



Seberen dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran,
20 kelompok mata pelajaran vang akan diampu

mekan kompetensi sosial; indikatornya:
omunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyazat
==wmakan teknologi komunikas dan informasi secara
resul secara efeknf dengan peserta didik, sesame pendidik,
= kependidikan. pimpinan satuan pendidikan,
gua/wah peserta didik. bergaul sceara saptun dengan
mesvarakat sckitar dengan mengindahkan norma serta system
s vang berlaku, dan
ssesapkan prinsip-prinsip persandaraan sejati dan scmangat

an pury cenderung menunjukkan bukti vang kuat scbagai
: . professional, schah hamper tiap tahun gurs melakukan
Ben kematan latthan professional, baik wang mendapailan
_' remazn kredit maupun tanpa kredit. Bahkan ada bermacam-
&= pendidikan professional tambahan yang ditkuti guru dalam
mesarakan dirinva dengan kyalifikasi yvang ditetapkan (Soetjipto
Raflis Kosasih, 2011:21),

--' ewrut Kunandar. (2011:46) prottsionalisme adalah kondisi,
mia tmuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan vang
s dengan mata pencaharian seseorana. Profesionalisme gurn
an kondisi, arah, nilal, tujuan dan kualitas suatu keahlian

Sewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran vang
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serhaitan  dengan  pekerjaan  sessorang  yaug menjadi  mata
pencahrian. Sementara itu guru protesional adalah guru yang
memiliki kompeicnsi yang dipersyaratkan untuk melakulcan tugas
pendidikan dan  pengajaran. Komperensi  tersebut  meliputt
~ pengetahuan, sikap dan keterampilan professional, baik yang
 bersifat pribadi, social maupun akadcmik.

Soetjipto dan Raflis Kosasi (2011:54) menjelaskan bahwa,
Galam rangka meningkatkan mutu, baik muld professional, mabpun
mutu layanan, gury byrus pula meningkatkan sikap profesionaliya.
Pencembangan sikap professional i dapat dilakukan melalui
pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas (dalam jabatan).

Sehagai profesional. gura  harus  selalu meningkatkan
pengetahuan, sikap dan keterampilan secara tcrus mencrus. Sasaran
seavikapan itn melipati penyikapan terhadap perundang-undangan,
orzanisasi profesi, leman sejawat, peserta didik, tempat kera,
pemimpin dan pekerjaan (55).

Ronald H Hexk (200822) kcbanyakan peneliian atas
persiapan calon goru darl beragam mahasicwa adalah kualitanil.
Eehanyakan penelitian kualitatif dilaksanakan dalam dalam suatu
Saptan atau bidatp pengalaman, pemaparan atas data paratif dan
susas-tugas mata kaliah, catatan lapangan. dan transkeip dan
- pengamutan kelas. Sehab kebanyakan penelitian ini tidak mencakup
~ sformasi tentang konteks yang luas dari program pendidikan gund,
1 serupakan masalah yang sulit untuk memperhitungkan pengaruh
seogram atys vanable vang lain. Masalah ini sccara  khusus
merupakan kcbenaran dan penelitian Jdiri  dilaksanakan oleh

mstruktur/pengajar dalam perkuliaian mercka. Dalam penehinan im
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s pengalaman lapangan, sedikit informasi disediakan tentang
o lapangan atan pengalaman dan persiapan dar pengawasan
pelaksana.  Informasi adalah  penting  dalam
srhitungkan dampak dari intervensi khusus dan  mencan
sruh dari suatu intervens lintas penelitian.

Sockett (2001:15) menjelaskan bahwa pada tahun 1990 ada
an baru pengembangan profesional guru khusus dalam

sani ketidaksesumian antara program  perkulighan  gurd

meningkatkan secara dramatik peningkatan kualitas dari

=didikan profesional, ketika peningkatan standar dari komitmen

semuju profesi. Fokus terhadap tujuan-tujuan  pengetnbangan

i puru di Amerika tahun 1895, memiliki cmpat pertanyaan

= yaitu

1) Bagaimata gura memahami dirinva scbagul manusia dan
sekaligus sebagal gury

2) Bagaimana guru menciptakan pengetahuan tentang
dunianya melalui bentuk dan bahasa

3) Bavaimena pure mengusahakan pengetahuan dan
pemahaman dunianya, murid dan kelas, serta sekolah

4) Bagaimana guru membangun komunilas pembelajaran dan
pengalanan replekiif
Program pemberian pelar/derajar  dibatgun  dengan 7

~ kezatan yang akan menscmbangan gun, Vaii !

1} Kurikulum dan pedagogy scbagai intelckiual utama dan
minat praktik

2) Bekerja dalam tim
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2 Refleks: atas pengalaman
4} Sckolah berbasts peneliian
S) Penjadwalan intensil
5) Integrasi teknologi
7) Peningkatan berkelanjutan

Soetjipto dan Raflis Kosasth {2011:55} pengembuangan
sikap professional tidak berhenti apabila calon guru selesui
mendapatkan pendidikan pra jabatan. Banvak usaha vang
dilakukan dalam rangka peninglcatan sikap  profosional
1 Sczuruan di masa pengabdiannya sebagal guru, Peningkatan int
dapat dilakukan dengan cara formal melalul kegiatan menikuii
penataran, lokakarva, semvmar atau kegiatan tlmish lamnya,
ataupun secara informal melalul media massa televisi, radio,
Loran, dan majalah magpun publikast lainnye, Kegiatan mi
sclain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan,
sekalizus dapat juga meningkatkan sikap profesional keguruan,

kan Profesi Gurn
Semua tenaga sumberdava manusia dalam berbagai profesi
dasar-dasarnva disiapkan oleh guru mala pelajaran dan tenaga
wndidikan vang dihasilkan lembaga pendidikan tenaga
idikan {LPTK).  Guru memegang peran utama  dalam
runan pendidikan, khususnya yane disclengparakan secara
di sekolah. Guru juga sapgat menentukan keberhasilan
a didik, terutama dalam katannya dengan proses belajar
jar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh
dap terciptanya proses dan hasil pendhdikan vang berkuahitas.
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0=h karena itu, upava perbatkan apapun yang dilakukan uniuk
- memingkatkan  kuoalitas  pendidikan  tidak  akan  muemberikan
sembangan yang sipnilikan  tanpa didukung olch guru yang
sional dan berhualitas unggul. Dengan kata lain, perbuikan
stas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada
© pula.
: Setiap LPTK menjalankan pendidikan tenaga kependidikan
2 e pada umumnva terdini atas dua jenis, vaitu pendidikan
sshatan (preservice education) dan pendidikan dalam jabalan
service edwcation). Dua jenis jabatan ini berbeda esensi dan
=m  pengelolahannya meskipun  sifatnya sama-samy
aksudkan untuk mendongkrak upayva peningkatan muty SDM
aneka sektor pekerjaan,
Pendidikan prajabatan  tenaga  guru merupakan

fcdikan Persiapan mahasiswa untuk meniti kasir dalam bidang
pesdidikan dan pengajaran.  Pendidikan prajabatan {(preservice
sowcarion) merupakan istilah yang paling lazim digunakan lembaga
podidikan  keguruan, vang memyuk kepada pendidikan dan
petathan yang dilakukan oleh lembaga jenjang universilas atau
5i (university or college) schagai pevelenggars pendidilan
menyiapkan mahasiswa yang hendak memiti kanr dalam
s pengajaran. Fungsi esemsial itu menuntut aimosfir yang

wodusif dalam lembaga penyclenggaraan bagl penciptaan sajlan-
‘sean bahan ajar dengan derajat akademik dan kemampuan praktis
: s tngei (Jiavior, 19807 scbagaimans disvaratkan untuk calon
e (Dznim, 2002:46-47).
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Sejalan dengan pendapst di atas, pendidikan guru atau
 pensembanean guru dapal dipertimbangkan ke dalam tipa pase,
L waitui; pre-service, induction, dan in-service. Ketign pase 1
merupakan proses berkelanjutan {Jenefar dan Begum, 20114 ).
Adapun jemis pendidikan vang kedua adalah pendidikan
dalam jabatan vang scring juga disebul scbagal pendidikem,
selatihan, dan pengembangun. Pelembagaan pendidikan, pelatihan
dan pengembangan berangkat dari asumsi bshwa sungguhpun
harvawan telah menjalani proses orientasi ketika mulai menit karir
&an vang sudah lama bekerja tclah memahar  seluk-beluk
- pekerjaan, Dalam prakuk tidak jarang muncul kebiasaan buruk dan
roduktivitas vang rendah. Alasan yang sancat fundamental dan
sengembangan personalia bahwa untuk menghadapi wntutan tugas
sckarang, ferutama untuk menjawab tantangan masa depan, hal itu
- =erupakan keharusan mutlak,
_ Sesungguhnya setelah ditempatkan pada pesisi dalam
‘mengajarkan mata pelajaran ierientu, para guru harus ditingkatkan
Semampuan dan kelerampilannys agar menampitkan kinerja yang
Sebih baik dari pricode sebelumnya dalam rugas mendidik. Kegiatan
- pengembangan  personalia iidak hanya untuk meningkatkan
Semampuan  dan keterampilan, mclainkan bermamtaat jangka
"I.Hﬁa'ﬂg untuk peningkatun karir karvawan, termasuk tanggung
" Sewab berat yang akan ﬂir.:mhan termasuk para gum dalom lugas
- E=ngajar.
Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sangat bermaniaat
- %as keperfuan organisasi Demikian juga halnya dengan organisasi
pendidikan, Kecenderungan vang ada saat ini menunjukkan bahwa
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- mendahnya komitmen pada esensi dan eksistensi SDM  masih
s=mpak, dan hal itu merupakan salah satu masalah vang dihadapi
‘Salam kegiatan pengembangan tenaga kependidikan, Tlal ind tidak
Jasang mengakibatkan tenaga kependidikan hanya menerima sedikit
Fengsangan anfuk mengimplementasikan ide-ide dan keterampilan-
Asterampilan baru dalam proses pembelajaran (Jenefir dan Begum,
2011:47).

Tenaga profesional didalam konlcks kegiatan pendidikan
perscholahun, kerenanya, merupakan bapian dari akselator atau
pemercepal lercapainya tujuan pendidikan vang efeldif, cfisien, dan
sfuniabel.  Dengan  kemampuan  profesionalnya, gury  akan
sendorong anak untuk mampu belajar kognitif dan keterampilan
- Secara tuntas alau masteri, dengan tetap berpijak pada kaidah-kaidah
pemercepatan pembelajaran (Damm, 2006:228).

- Di Amerika Scrikal, pengembangan tenapa kependidikan
vang efektif dilakukan dengan menerapkan beberspa wiodel,
Serdasarkan hasil studi pustaka (librany research) yang dialakukan,
sandadl (ERIC Digest, April 1994) mengemukakan model-model
eteknf penpembangan profesional guru. Pertama, model mentoring,
=ty para praktisi guru berpengalaman merilis pengetahuannya atau
: kan aktwvites mentor kepada praktisi vang kurang
;hpmg,alaman. Kedug, model ilmu terapan alau model “dari teon
L= prakuik”, berupa penautan antara hasil-hasil risct vang relevan
‘Sengan kebuluhan-kebutuhan praktis. Ketiga, model inkuivi atay
model reflektif. vaitu pendekatan yang berbasis kepada guru-pury,
- smiu mereka hamns aktf menjadi peneliti, scperli membaca,
‘Seriukar pendapat, melakukan observasi, melakukan analisis kritis.
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dan merefleksikan  pengalaman  prakbs  mereka  sekaligus
B i skcathcinnya (Danim. 2006:45),

Program pendidikan sum: adalah sesuatu yang semakin
- penting, Para pendidik calon gwru harus memperbesar tanggung
-jmbnya mendidik  para gwrn. Para  pelatth guma harus
,.-mgmnbﬁngknn sikap positil menwju  pengajaran, mengusal
Cpengetahuan  dan  pemabaman  untuk melaksanakan  kebijakan
:Fﬂi&ikan. Para  gure  perlu  menguasai  pengetahman
Senkelerampilan dan sikap, minsal dan nilai-nilal barmo, Sistem
'Mﬂcsi gure merupakan hal pokok vang harus dibenabi untuk
memperbatki sistern pendidikan nasional. Salah satu landasan
. pembenahannyva adalah lembapga pencadaan tenaga guru melakukan
serubahan filosofi seria substansi lembaga dimaksud. Hal lan yang
dilakukan adalah dengan membatasi pendirian lembaga-
a pendidikan guru untuk menjaga kualitas lulusannya.

Dalam konteks era globalisasi dan informasi, peran guru akan
Para puru akan bertindak  scbagal mangjer dan
- pembelajaran murid daripada sekedar memindahkan pengetahuan.
Seondisi i memerlukan daser pengetahuan, model pembelajaran,
erganisasi dari pergetahuan yang dapat diaplikasikan untuk
sndisain  pengalaman pendidikan  dan  pengerlian  lerhadap
Ashutuhan siswa. Kurikulum guru harus dipetbabarui schagaimana
subahan teknolopgi saat ind, vaitw e-learring, e-library, dan e-

ance yang perin dicapai den lebih penting Jemelar dan

Teknolozi informasi memainkan  sasaran penting  dalam

- setiap jalan kehidupan, Pembelajaran on-line (e-leqrning) membuat
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Semputer pribadi dan informasi berkelas tinggi, menjanjikan untuk

==mbuat kelas alam maya sebagai suatu realitas efektif. Universilas

sohal akan muncul membawa secara bersama mahasiswa dan

ekultas dari nepara vang sulit melalui komputer jaringan, televisi

wtelit dan kemajuan lainnva. Teknologi komunikasi akan juga

semainkan suatu peran pentig dalam mengakses peaingkatan dan

‘memajukan pengembangan profesional dari para guru dan tenaga

‘admimistralit dalam bidang pendidikan.

Jaringan kerjasama adalah proses individu, kelompok dan
aga vang melakukan hubungan dalam kegiatan yang dapat

- membual mereka belajar satu dengan yang sama lain  atay

ngambil tingakan bersama dan mengembangkan sumberdaya dan

3t bersama sebagai eneriji bagt pengembangan sosial,

Sebagai pengembangan  sumberdaya guru maka LUTR

cultas limuy tarbivah dan keguruan berperan untuk peningkatan

tas pendidikan gure. Jaringan Kerjusama digarap dengan

yusun perencanaan, pengeinbangan dan pelaksanaan program

el tihan, Jenis jaringan kerjasama memiliki tujuan terdin atas;

:l) Untuk memobilisasi sumberdaya manusia dan fisik bagl

I penggunaan yang optimal

Untuk mengembangkan dan menggunakan secara maksimal

kemampuan guru

Untuk memunculkan dan memelihara standar kualitas pelatiban

curu dan pendidikan di sekolah

Melaksanakun program utama

Menghubungkan pelaksanaan yang efektif scjak dari lapis

bawah, dan secara simulian semug wegeripenyebaran lemuai



penelitian bagi peningkatan mutu lebih lanjut dalam kcberadaan

program

&) Kcuntungan biaya belajar dari kebijakan berbeda dan program
vang mungkin dilaksanakan

7 Menghindari duplikasi

% Memantau dan mengevaluasi kinerja dan koniribusi pendidikan

gury wniuk mencapai kebutuhan

Berbagi praktik inovasi (h.5)

Sejalan dengan tuntutan di atas, sebagat LPTK maka Falultas
: Tarbiyah dan Keguruan JATN SU secara internal petiu
mepviapkan SDM, manajemen dan kepemimpinan vang mampu
- disain pengembzngan program  akademik  vang kompetitf
wava lebih diminati masyarakat. Bagaimanapun. era globalisasi
T 2o ditandai dengan persaingan kualitas atau maiu, menuntut
semua pihak dalam berbaga bidang dan sektor pembangunan untuk
atiasa meninokatkan kompetensinya, tak terkecuah profest gury

s tenaga kependidikan (konselor, tenaga manajerial, SUPETVISOr
.”“"'t dan laboran). Hal tersebut mendudukan pentingnya
_ peningkatan kualitas lembaga pendidik dan  lenaga
sidikan baik secara kuantitatif maupun kuahitalif terus mencrus,
E chungga pendidikan benar-benar dapat digunakan dan diandalkan
setagni wahana dalam membangun watak bangsa (nation characier
j. ding) yang ungenl. Untuk itu, ketersediaan (enaga guru sehagal
o person harus ditingkatkan kompetensinya dan diadakan
erifikasi seswai dengan pekerjaan yang iembannya. Dalam
s noka inilgh pemenintah merasa perlu mengembangkan standar

woetensi dan sertifikasi guru, sebagai bagian dan  standar
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1 masional (SPN) dan standar nasional Indonesia (SNI). Di
posist Fakultas llmu tarbivah dan Kegursan, tidak hanya
= %2l penyediaan fenaga pondidik dan kependidikan
= tetapi juga berperan strategis dalam memantapkan
'- somalan para gure dan tenaga kependidiken dan waktu ke
Secara berkelanjutan LPTK Fakultas Ilmun Tarbivah dan
= melaksanakan tugas pokok penyediaan gurnu professional,
pengembangan  melakukan profesionalisast gure dan
endidikan sesual tuntulan zaman.
asa ini ads tuntutan untuk mengarahkan intermasionalisasi
gury. Begitu pula halnva dengan peran Fakultas Ilmu
dan Keguruan Kalau pada mulanya. Fakultas Tarbivah
| SU hanva mengembangkan jurusan Pendidikan Agama
e dan Pendidikan Bahasa Arab, maka kini fakulias ini sudah
embangkan 8 jurusan, selain dua jurusan tersebut, ada pula
Pendidikun  Matematika, Pendidikan Bahasa Ingoris,
Konscling  Islam, manajcmen  pondidikan  Islam,
CGuru Madrasah [btidaivah (PGMI)L dan Pendidikan
atul Athful (MGRA). Kedelapan program stud yang ada
#t ini memang berlungsi menviapkan guru sciwmlah mara
2 (mata pelmaran PA[ di sekolah, Bahasa Arab, bhahasa
Matemanka, dan gure kelas (MI dan RA), bahkan
doscn. di samping menviapkan tenaga kependidikan
S peneaws, Jdan fenaga mangjerial ).
- Schagal luntutan keperluan masvarakat terhadap peran LPTK
fiss Timo Tarbivah dan Keguruan TAIN SU, maka saat ini

disiapkan  pembukaan  pondidikan biologi,  dan



pengembangan jurusan PAL untuk melavan mata pelajaran i
madrasah vanp terdiri dari mata pelajaran Akidah-Akhlak, Quran
Hadis. Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Hal ini dimaksudkan
avar penvediagn gury mats pelajaran cumpun Pendidikan Agama
Islam di madrasah dapat terpenuhi zeiring kebijakan pemberian
sertifikat pendidik professional dalam mata pelajaran Akidah-
Akhlak, Qur’an-Hadis, Fikih dan Sekarah Kebudavaan Islam.

Denpan transformasi struktur fakulias pada PTATL maka untui
komsistenst  dan keberlamjulan pengembangan keilmuan,
sesungguhnva pengembangan program akademik pada strata ssiu
(5-1) kepada jenjang S-2 di FITK IAIN SU sunggub menjadi
keniscayaan, Sebab dengan pengembangan 5-7 beherapi program
studi di Fakultas imu Tarbiyah dan Keguruan (PAL MPL dan BKT)
maka poran strategis FUTK TAIN SU semakin diperluas, tidak hanyva
menyediakan tenaga pendidik untuk gurn sekolah dan madrasah,
tetapi juga menyediakan tenaga dosen bagi keperluan berbagar PT
datam kerangka transformasi kebudavaan vang lehih sistemik dan
berdampak luas.

Atah strategis pengembangan ini sejalan dengan funtuan
slobalisasi dan transformasi kebudayasn PT memdinkan peranan
seating bagi pengembangan format kebudayaan dan baiang tubuh
kebudavaan, sekaligus pelaka dan  pencipta scbagar sumberdava
manusia terdidik bersumber atan ditetaskan dari perut perguruan
tinggi, Dijelaskan oleh Bargh ( 1998:3-5). tiga 15u penting porguruan
tingwi vang perlu direspon, yaitu: (1) perluasan peran Pl dengan
transformast proses pembelajaran. program akademik, kescmpatan:

belgjar lebih luas vang berdampak pada kualitas lulusan dan
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san chsternal, (2) kepemvimpinan orpanisasional akademik
agun struktur yvang cocok ), (3) keseimbangan manajemen
s=s dan operasional, Dengan begitu PTAT akan lebih maksimal
» mstitusi kunci vang menghasilkan IPTEK, seni, dan
me=mbangan keagamaan.

| Dlam abad ke-21 pengguvasn  weknolog  baru  dapat
—— menghasilkan pengaruh besar atas kebidupan sosial
' tidak akan dan udak mungkin kebal dari perubahan
§ =madi. Saat ini banyak ditemukan implikasi tcknologi
—— baru bagi profesi pengajaran (Delors, 1998:281), Secara
teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidilcan saat

» menjadi kecenderungan dan isu global, regional dan
Tiu artinya, kemajuan {cknologi informasi dan komumikasi
sadah mulai diadopsi dalam duniz pendidikan sejatinya
an suaty keniscayaan yang tak dapat dihindari. Maka secara
kemampuan guru pertu ditingkatkan dalam mengadopsi
:' amgan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  khususnya
cgrasian pedagogtk  dengan  lcknologi  informasi  dan
mekasi  Untuk  im,  pembelgjaran  dengan  e-learning,
an berbasis jaringan, dan e-fibrary perlu diintegrasikan
'_ soviapan program pendidikan guru sehingga lulusan TPTK

¢ wei gamang dalam menghadapi perubabhan peranan guru di
s kimi dan masa depan. Visi pendidikan saat i adalah
sekkan information techrology yanz merupakan bagian tidak
weskan dalam proses penchdikan. Hal ini berarti mulai dan

bt pendidikan rendab sampai ke perguruan tmeg merupakan
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jalur linier pendidikan, pengenalan, pemabaman dan pengamalan
Jimu dan tcknologi informasi di lembaga pendidikan {Uno, 2006),

ltu artinya pengembangan  program  akademik  dalam
sendidikan guru memang menjadi raken for graned  scbaga
keharusan manajerial sscara struktural dan keharusan sosial dalam
konteks masa depan banpsa. Apalagi dalam konteks profest guru
vang eksistenst dan perennya sangat monentukan akselerasi tingkat
mobilitas masyarakat dan bangsa dalam pentas kebudayaan glohal.
Dengan kata lain, para pemegang profesi pury juga harus dinamis
merespon dan mengantisipasi dinamika cksternal. Kehadiran U
Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, yang mengharuskan
Lualifikasi pendidikan guru minimal strata satu (S1) dengan
menguasai empat kompetensi inti (pedagogik, kepribadian, sogial
dan prolesional), perlu semakin dimantapkan pada setiap petan
1 PTK, Sebaoai pemogang jabatan profcsional, maka seorang gurd
profesional harus memihiki kompetens) pedagogik, kepribadian,
cosial. dan kompetensi sosial yang dari waktu ke waktu menjadi
mgas LPTK untuk mengembangkannya™

Tuntutan lain vang strategis (Uno, 2006:6) adalah melakukan
internasionalisasi program pendidikan gurn mengkaitkan program
pendidikan guru dengan peran prolesi guru yang begity penting
dalam penyelenggaraan pendidikan paﬁﬁ sefiap negara di dumia ini.
Program pendidikan guru, harus memperhatikan tidak hanya trend
wlobal lapi juga kepentingan dan kebutuhun plobal terhadap guru
Paling tiduk, selain pendidikan sains, pendidikan karakler, juga
sendidikan lingkungzan hidup, tema-tema HAM, kependudukan, dan
sendidikan umuk kehidupan bersama (pordamaian). Semua 1
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menjadi tema pengetahuan plobal yvang perln dibangun secara
akademik dalam pendidikan gurw.

Sungeuh saat ini sedang menghadaps cra iransisi dengan
modal intelektual dan kecerdasan'kekueatan otak telah mengeantikan
keuangan dan modal pisik sebapai kunei kekuvatan, kesejahteraan
dan dalam satu pengetahuan vang sangat nyata. memasuki abad
baru dan abad pengetahuan (Dudestadt. 2003:13-14) Dijclaskan
lebih lanjut, buhwa mengglobalnya pendidikan, dan munculnyva
viobal nedd tethadap guru filosofis, konseptual maupun paradigma
penyelenggaraannya secara mendasar. Program pendidikan guru
harus mempersiapkan ager memiliki muatan yang dapat merespon
kepentingan dan kebutuhan internasiomal. Menjadikan program
pendidikan gury memiliki muatan dan mmisi global wilah yang
disebut dengan internasionalisasi pendidikan guru. Secara sederhana
internasionalisasi  pedidikan guru adalah proses dijadikannys
progeam  pendidikan  puru  releven dengan  kebunthan  dan
kepentingan global. tidak hanva terfokus pada refevancy dengan
kepentingan masvarakat bangsa di negara tertentu,

Menurul GalfTar dalam alma dan Hurnyati (2008:4-3)
Interngsionalisasi  program  pendidikan  gura  dipandang  perlu
ditzlaah dengan seksuma dalam pengembangan pendidikan guru
khususnya di Indonesia denpan mermjuk kepada paradigma berikut
1

[) Bahwa pendidikan gurn diperfukan untuk memiliki
kemampuan merespon kebutuhan dan kepentingan

global karena pendidikan itu sendiri sudah menjadi
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3)

muatan globalisasi vang memberikan dampak kepada
kehidupan manusia.

Bahwa pendidikan guru ity harus membuka din
terhadap perubahan-perubahan Jlearmig peed dan
peseria didik secara internasional tidak hanya terbatas
terhadap fearning need nasional atau local semata.
Bahwa ilmu pengetahuan itu termasuk bmu-ilmu
pendidikan mcngandung  muatan  yang  bersifat
universal dan karena itu program pendidikan guripun
selayaknya memiliki muatan yang bersitat yniversal
itn pula.

Dalam dunia ekonomi-perdagangan dan bisnis auntar
Negara, sudah lerjadi berbagar  kesepakatan
menciptakan perdagangan bebas antar Negara. Dalam
dunia  pendidikanpun  internasionalisasi  program
pendidikan antar Nepara sudah tidak isa dibendung
tagl dan sudab lama menerobos batas-batas tersebut
melalaui bentuk kerjusama program pendidikan, Baik
antar Negara maupun institust berbagar Negara,
Pendidikan nasional memiliki mist internasional ontuk
kepentingan pembangunan bangsa masing-masing,
karena il pondidikan gurupun harus menubikn mast
internasional termasuk untuk memberikan jawaban
terhadap berbagal kebutuhan dan kepentingan bersama
secara global dan sekabipus mennciptakan peluang
unfuk memperkuat dan memperkaya perkembangan

pendidikan nasional masing-masing Negara.
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6} Intemasionalisasi pendidikan termasuk pendidikan
guru akgn membantu menaikkan harkar dan martabat
profesi guru dan akan memperkuat dava saing nasional
pendhdikan setiap Negara,

7) Program pendidikan termasuk pendidikan gurn yang
memiliki muatan intermasional akan mencapai kultur
inicrnasional  dalam  penyelenguaraan  pendidikan
nasional dan im menguniungkan bagl kebutuhan
pembangunan SDM  bangsa secara  kualitatif dan
sgeara internasional dapatl diterima dan diakui oleh

bangsa-bangsa lain.

Internasionalisast  pendidikan  puru  berari  membuka
kerjasama dan memperluas peluang penvediaan guru dalam nepers
sniuk melakukan ekspansi ke dunia fuar. Im juga  dampak
globalisast. Karena masvarakat terbuka tanpa batas memungkinkan
kerasama antar masyarakat dan bangss. Suatu bangsa tidak
munghin hidup terisolasi tanpa kerjasama dengan bangsa lain i
sini kompetisi yang sehat antar masyarakat dan bangsa maka taraf
Sidup manusia akan semakin meningkat. Menurut Tilaar (2002:3-4)
visi strategis system pendidikan dan pelatihan nasional di Indonesis
Barus merangkum beberapa hal, vaitu: (1) Menoideniifikasi dan
menyadar kekuatan-kekuatan ulobal jangka pendek, menengah dan
jangka panjang agar supaya bangsa Indoncsia siap  untuk
menghadapi dan meman(aatkan peluang-peluang vang terbuka, (2)
pembangunan nasional dalam konteks globalisasi dalam mana
pendidikan dan Tatihan merupakan salah satu aspeknya haruslah
memberikan perhatian terhadap kerjasama regional dan kerjasama
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alobal, (3) penyusunan sualy strategl pengembangan sumberdaya

manusia [ndonesia dalam stratesi pokok menghadapi tantangan dan

peluang global
Dengan paradigma ini terdapat dua hal yang menguntungkan
bangsa dan negara, vaitu' pertama, memperkuat pendidikan nasional

\erulama secara kualitatif, dan kedua, memperkuat daya saing dan

martabat nasional bangsa di mata dunia. Namun untuk melindungl

kepentingan nasional, internasionalisasi harus dilaksanakan secara

selcktif, cermat dan tercncana (Alma dan Hurriyati, 2008.4).

Atas dasar landasan filosofis dan paradipma yang
diuraikan &i atas, maka konsep inlornasionalisasi program
pendidikan gura (Alma dan Hurrivats, 2008:5), mengandung makna
sebagai berikut,

1) Program pendidikan guru bertugas untuk mendidik calon-calon
guru professional untuk memenuhi kebutuhan gur yang tidak
hanya terbatas kepada lingkup nasional, tetapi sccara selekti’
juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan inlernasional.

I} Peserta didik  sesungguhnya memerlukan  kandungan
internasional tersebut karema merekapun tidak terlepas dam
berbagai dampak globalisasi dan kebumhan infernasional yang
mengharuskan  mereka  memiliki - kemampuan untuk
mengendalikannyva schagal guru yang profesional yang hi dup
dalam era globalisast,

| Muatan internastonal ini harus terintegrasi dengan muatan local

dan masional schingga program pendidikan gure dapat
menghasilkan lulusan yang juga dapat berfungsi secara

internasional.
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3) Muatan internasional dirancang  didalam  Kurikulum,  dan
didalam proses pembelajaranaya.

4) Aplikasi ICT dalam program pendidikan guru merupakan trend
internasional yang tidsk dapat ditingpalkan dan dimasakan
beitu penting wtuk menjadikan progrun pendidikan gury lebih
movalil dan kreatf

5) Teor, konsep, strategi dalam program pendidikan guru selalu
mengandung muatan intecnasional karena profesi  gurd
dimonpun mengandung konsep dan prinsip-prinsip  yang
universal.

&) Internasionalisasi program pendidikan guru dapat dilaksanakan
dengan  mengembangkan network dan partnership dengan
program pendidikan guru Negara lain seperti dalam rescarch,
aplikasi 1CT. dalam tcaching practice, jumal ilmiah dan
periemuan Hmiah internasional.

7) Learring resources dalam bentuk text books. dan jurnal dapat
dihimpun melale wetworking terulama dengan menppunakan
miernet technolnzies dengan herbagal umiversitas dani Negata
lain,

8] Program pendidikan giri dalam pengemubanpgannya, periu
mernjuk kepada internagional standards, hila program tersebn

harus diakui dan diterima sceara intemasional.

Dalam era globalisasi internasionalisasi program pendidikan
oury dalam berbugai bentuknya amat penting tidak hanya uatuk
memperoleh pengakuan internasional, fetapi juga untuk
memperkuat pendidikan guru secara nasional terutama dalam upayva

meningkatkan mutu schinggs mencapai mutn vang diakui dan
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ditennma  oleh duma internasional. Kergng  itu dalam  proses
'_ mternasionalisast mi  standar nasional untuk keseluruhan  aspek
pendidikan guru perlu selalu menjadi rujukan dalam sebap langkah
pengembangannya.
. Sejatinyva sudah menjadi pedapat umum bahwa fungsi
LPTK adalah untuk menghasilkan guru dan tenaga kependidikan.
Visi mi telah membelengou kreativitas  kelembagaan LPTK pada
sekedar mendidik para calon guru dan lenaga  kepondidikan.
Padahal, kebutuhan vang lebih besar, vang hingga saat ini belum
ada yang melakukannya vartu malakukan layvanan pasca produkst
dan pasca jual (gfier sefe service) terhadap gurm dan tenaga
| kependidikan serfa satuan pendidikan tempat mercka bekerja
(Alma dan Huriyati, 2008:137), Untuk memberikan jaminan mutu
dan lavanan, perusahaan otomoetf scperti Asira mendirikan bengkel-
bengkel pratis di sepanjang patura di musim lebaran ataw tahun
Baru, Perusahaan otormtif Astra bukan sckedar menjual mobil hasil
produksinya, tetapl juza membuka pusat servis berparansi, sebauai

saminan pasca produksi dan jual mobil,
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BABIN
METODOLOGI
‘& Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tradisional
vang berbasis pada (ilsafal ilmu interpretative, yailu orientasi yung
mengedepankan  plyralism melalui  konteks  evalussi  dan
Lecendrongan metodologis stodi kasus yang berpijak pada metode-
metode kualitatif. Pendekatan ini berfujuan untuk meningkatkan
pemahamayn kontekstual para stakeholders terhadap program yang
diikuti. serta mengedepankan pluralism sckalizus memberikan
sumbangan berarti bagl aktivitas pengembangan program {Denzin
dan Lincoln, 2009700 )

Menurat William Ellet (207:75) evaluasi adafah penilaian
tentang, kebajikan, nilai, atau cfektivitas dari kinerja, tindakan alau
hasil dari berbagai jens.

Penelitian evaluas] ientang program pendidikan profesi gury
(PPG) bagi gurn mala pelajaran akidah-akhlak, dan quean-hadis di
—adrasah yang dilaksanakan Fakultas Timu Tarbiyah dan Keguruan
JAIN Sumatera Utara tahun akadem: 20122013 adalah relevan
dengan menggunakun pendekatan kualitatif dengan model
penelitian evaluasi program.

Scjalat dengan alasan di atas Ronald H, Hexk, (200833)
menegaskan kebanyakan penclitian atas persiapan calon guru dan
beragam mahasiswa adalah kualitanif Kcbanyakan penchitian
tualitatil diluksanakan dalam suatu Kajian atau hidang pengalaman,
pemaparan atas data naratit dari tugas-tugas mata kuligh, catatan
lapangan, dap transkrip dari pengamatan kelas. Schab kebanyakan
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penelitian ini tidak mencakup informas (enlang konteks yang luas
dari proeram pendidikan gury, merupakan masalah yang sulit untuk
memperhitungkan pengaruh program atas variable yang lan.
Masalah ini sceara khusus merupakan kehenaran dari penelitian din
dilaksanakan oleh instruktur/penpajar dalam perkuhiahan mercka.
Dalam penelitian ini atas pengalaman lapangan, scdikil informasi
disadiakan tentang bidang lapangan atau pengalaman dan persiapan
dari pengawasan para pelaksana. Tnformasi ini adalah penting dalam
memperhitungkan dampak dari intervensi khusus dan mencan
penagruh dar suaiu intervensi lintas penclitian.

Berbagai hal yang dievaluasi secara sistemalik mencakup hal-
hal berikut | (1) proyck, program, atau orgamsast, (2} personsiel atan
kinerja. (3) kebijakan atau strategi, (4) produk atau pelayanan, (5)
proses atau sistem, dan (6) proposal, kontrak ataw aphkas pekerjaan
{Davidson, 2005 :1-2}

Evaluasi sceara umum dilaksanukan denpan dua alasan, yaitu
untuk  menemukan  hidang-bidang peningkalan, dan  atau
melaksanakan suatu penilaian terhadap selurvh kualitas atau nilai
(hiasanya melaporkan tujuan pengambilan keputusan {Davidson,
2007 :2).

Dalam prakiikoyva, kriteria penilaian manfaat dan suatu
program dapat dipaparkan sebaga berikut @

al Tujuan program

b} Kebuluhan klien terhadap program, bagi siapa program

tersebut ditigukan

¢} ‘T'ujuan dari satu kebijakan dalam program yang dilancarkan

d} Usulan seseorang atau kelompok stakcholders, atau
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@) Pengukuran cfisiensi, sebagai halnya pengembabian atas
tvestasi (Crwen, 2006:12).

Daniel [.. Stufllebeam, et al (2000:279) menjelaskan bahwa
model evaluasi CIPP, sebagai keranghka kerja komprehensif’ untuk
melaksanakan dap melaporkan evaluasi. Model tersebut bertujuan
bagi penggunaan melavani penyedia, seperti pembuat kebiakan,
program dan staf proyek, para pengarah berbagai program,
petugas akreditasi. para pengawas. kepala sgkolabh, gun-gury,
administrator akademi, dan universitas, pimpinan dan ahli
cvaluasi, Model ini dibentuk untuk berguna dalum evaluas
mternal vang dilaksanakan oleh organisasi, evaluasi din yang
dilaksanakan individu melayani penyedia, dun dikontrak evaluasi
cksternal.,

|ebih jauh dijelaskan CIPP merupakan akromim dari  model
evaluasi vang konscp intinya mencakup: Kontcks, Input, Proses,
dan evaluasi produk Daniel L. Stufllebeam dan Shinkfisld
2007:326) mengemukakan bahwa cvaluasi konteks adalah
menilai kebutuhan-kebutuhan, problem, asset dan pel;uang untuk
membantu  pembuat kepulusan mendefnisikan sasaran, priomitus,
dan mombantu pengguna memlai sasaran, prioritas, dan hasil.
Kemudian evaluasi input/masukan menilai alternative pendekatan,
membuyat rendana tindakan, rencand-rencana staff, dan anggaran,
hagi kelayakan dan potensi efckiivitas biaya untuk wencapai
kebutuhan target dan mencapal sasavan. Pembual keputusan
mengounakan evaluasi inputimasukan dalam pemilihan berbagai
rencana, menuliskan usulan pembiayaan, alokasi sumbcrdaya,

penugasan stall, pemadwalan kerja, dan membantu penilaian
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akhir orang lain sebagal upaya rencans dap anggaran. Evaluasi
proses adalah menilal pelaksanaan rencana, untuk membantu staf
mclakeanakan aktivitas, dan akhimya membuniu  kelompok
penggana menilal pelaksanaan program dan penafsiran hasil.
Evaluasi produk  adalah menpidentilikas1 dan menilar hasil
ditujukan jangka panjang dan jangha pendek membanlu staff
menjaga lembaga memfokuskan pada pada pencapaian hasil
penting dan tajuan akhir membantu kelompok perigas pengguna
mencapai  keberhasilan  pengeuna dalam mencapai kebumuhat
targel, Evaluasi produk ni menggambarkan penilaian  alas
manfaat, cfektivitas, keberlanjutan, dan pemindahat. Karena iy,
cvaluasi produk menanyakan, adakah benar keuntumgan yang
dicapai? Adakah target kebutuhan tercapai? Adakah tercapal
keheruntungan dan mekanisme untuk mencapal hasil dengan haik?

Adukah proses yang diproduksi mencapay hasil vang diharapkat!

Latar Penelitizn

Latar penclitiun ini adalah terdin dan subjek penelitian,
kegiatankepiatan, dan  konteks berlunosungnya  kepratan
pendidikan profesi  gurs. Dalam rangka evaluast program
pendidilan profesi guri, maka subjek penelitian im adalab
pengelola PPG. Dosen/instrukiur, guri-guru peserta PPG, dan
kepala madrasab. Sedangkan kegiatan adalah schuruh rangkazan
keciatan sefak dari perencanaan, pelaksanaan, dom evaluast basil
serta manfaat PPG yang dilakukan Fukultas, dan pembelajaran
vang dikelola oleh gury schagaimana berlangsung di madrasah.

Konteks dalam penelitian ini, berarti fakultas {lmua Tarbiyah dan



IAIN 5U, dan madrasah sebagai tempat tugas para
san PPGr gurn madrasah tahun 2012/2013,

=k Penelitian
Swebyck penelitian evaluasi lerhadap kohijakan pelaksanaan
pendidikan profest puru (PPG) vang dilaksanakan Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan TAIN SU tahun akademi 2272013,
7 dari: (1) Pengelola (Kelua dan sckretaris), (2) Dosen PPG.
asiswa peserta PPG, dan, (4) Kepala madeasah.

Pengumpulan Data

Datz yang diperlukan dalam penelitian  evaluasi program
Sdikan profest gury (PPG) madrasah talun 20122013 di
» llmu Tarbiyah dan keguruan IAIN S, dilakeanakan
zan teknik wawaneara, observasi dun kajian dokumen,

+ Wawancara, dilukukan dengan pengelola programimanajemen,
 mahasiswa PPG (gom), kepala madrasah, dan  dosen,
.- Wawancara digunakan untuk mengumpalkan data mengensai
proses pelaksanaan program, dun manfaat program bagi guru,
~ dan madrasah.

Ohservasi, dipersunakan untuk mengumpulkan data  dari
madrasah  dengan  mongamati borbagai  event  amy
peristiwa‘kegiatan  pembelajaran yang dikelola oleh guru
Uulusan PPG) vang mengajar scielah lulusmenyelesaikan
program PP(.

Kajian Dokumen, merupakan proses pencarian, pengumpulan
dan pengkajian atas peraturan dan perundang-undangan terkait
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dengan pendidikan profesi guru dalam jabatan, penctapan
pelaksana  PPG,  penctapan pescria  PPG,  penetapan
dnsen/instrukiur, penctapan dosen dap ZUru pamong PPL. dan
pedoman penvelengparan PPG bagi guru madrasah tahun
21212015.

Penggunaan ketiga tekmik pengumpalan data dimaksud sceara
dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelerpercayaan
sehingga penarikan kesimputan dapat meyakinkan sebagai
: kebenaran vang laktual, Semma reknik pengumpulan data
digunakan olch peneliti sebagai instrument kunci (key
cument) yang merekam semua calalan lapangan (field nore)
menemukan makna dari realita yang ditemukan lentang
wasi atas efektivitas program pendidikan profest guru (FPG)

nekatan kebijakan tentang pendidikan profesi guru dalam

Sclanjutnya, Guba dan Lincoln (1981:15) menjelaskan
wa cvaluasi dengan model CTPP adalah proses menggzambarkan,
ecaraian dan pemaparan serta penilaian informasi berkenaan
beberapa obyek dengun sasaran-Sasaraiyd. struktur, proses
produk”™.
Situasi penelitian yang dipiih dalam penelitian evaluasi init
pelaksanaan pendidikan profersi guru bag guru madrasah di
Jtas [mu Tarbiyah dan Keguruan TAIN SU Medan.

Evahuasi program pendidikan profesi guru adalah salah salu
s obvek dari penelitian evaluasi (evatuation research). Dalam

“ ni oricmtasi utama penelitian cvaluasi adalal mepemukan
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manfaat, vaitu menycdiakan  informasi  dalam  kerangka
meningkatkan pelaksanaan keputusan bagi pembual keputusan.

Desain penelitian evaluasi terhadap pelaksanaan program
pendidikan profesi guru madrasah di Fakultas Hmu Tarbiyah dan
Keguruan LATN SU dapat digambarkan sebagai berikut;

E. Desain Evaluasi
Tahapan Maksud Tujuan Hasil

Aktualisasi

! Rekaman ‘ standar dan
Konteks kondisi J | inlensitas
| i ohjektif | objektif

Keputysan

Rekaman Aktualisasi
rencang standar dan
program intensitas

:> :> Keputu BEL'EL_J
objektif =

i Rekaman Aktualisasi Kepimusan
Proses j penerapan 4> standar dan j

l Masukan

¢

program intenisitas
' objektif

>

Rekaman Aklualisasi
pencapaian standardan
program 7 intensitady
objcktif

Produl

Fepuinsan

Rekomendasi

Sambar |1 ¢
Desain Penelitian Fvaluasi Kebijakan Pendidikan Profesi Guru
Madrasah

THEFT W T wwy



F. Teknik Analisis Data
Searang evaluator menjelaskan dan menguraikan pokuk-pokok

persoalan (pokok-pokok terkait sigmifikansi pengetahuan  prograti
vang konkrit) kepada para stakcholders (Denzin dan Lincoln, 200%;

Analisis data ini menggunakan teknik yang disarankan sebab

apa vang dikemukakan Stuffiebeam, dan Shinkfield dapat memberikan

pengaruh  ulama terhadap pendekatan  evaluasi beronientast
pengambilan keputusan yang dilakukan administrator dalam membuat

L=putusan yang baik™. (1979: 35)

Dalam konteks penelitian evaluast dipahami sebagal proses

peninjauan, pencapaian, dan memberikan informast berguna bagi

cenilaian alternatif keputusan. Cara ini membangun suatu Kerangka
evaluasi untuk melayani para manajer dan administrator menghadapi
=mpat jenis berbeda dalam keputusan pendidikan:

| Fvaluasi konteks; melayan: perencanaan keputusan.
Menentukan apa vang dibutuhkan unluk menjadi arah
dalam suate program pendidikan sehingga membantu
dalam mendefinisikan  sasaran bagi program yang
dilaksanakan.

7 Fyaluasi input; proses melayami penyusunan keputusan.
Meneniukan sumberdays apa yang dapai diperoleh,
alternatif strategis apa bagl program vang seharusnya
dipertimbangkan dan rencana apa yang harus  dimiliki
schagai  potensi  terbaik bagi mencapai kebutuhan
memucdahkan rancangan prosedur program.
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1, Evaluasi proses; untuk melayani pelaksanaan keputusan
Bagaimana  baiknya roncana  diluksanakan?  Apa
penyimpangan, ancaman bagi keberhasitan  keputusan?
Apa purbaikan vang dibutuhkan? Pertanyaan ini perlu
dijawab, prosedur yang dapat , dipantau, dikendalikan dan
dikenali secara batk.

4. Byaluasi produl; melayani  perputaran  pelaksanaan
keputusan, Apakah hasil vang dicapy, Bagaimana barknya
kebutuhan itu terpenubi? Apa yang scharusnya dilakukan
dengan program tersebut setelah keputusan berjalan dan
dilaksanakan? Pertanvaan ini penbing dalam pemlman
pehcapaian progran.

Struktor logika rancangan setiap jonis evaluasi yang diusulkan

Stufflebeam, dimunculkan denpan langkah ovaluasi sebagai
berikut:
a. Fokus Evaluasi
Folkus evaluasi ini terdir dar, yaitu:
1} Mengidentifikasi tingkatan utama pembuat keputusan yang
dilayvani- schagai contoh, apakah lokal, negara atau bangsa,
2} Bagi setiap level pembuatan keputusan, sifuast proyek
keputusun untuk dilavani dan menjelaskan schap orang
dalam istilah lokus, fokus, kepentingannya, waktu, dan
komposisi alternatif,
3} Mendefimsikan kriteria bagi setiap situasi keputusan dengan
mengkhususkan vanabel bagi upaya mongukur dan
menetapkan standar untuk mensounakan penilaian

alternatif.
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4) Mendefimsikan kebijakan dalam mana evaluator harus
bekerja
h. Pengumpulan Informasi
Kegiatan pengumpulan in formasi, mencakup:
1) Mengkhususkan sumber informasi untuk dikumpuoltkan
2) Mengkhususkan  instrumen dan metode bagi pengumpulan
informasi yang dibutuhkan
3) Mengkhususkan prosedur sampel yang
dilaksanakan/digunakan
4) Mengkbususkan kondisi dan jadwul pengumpulan informasi
yang diperlukan
¢. Pengorganisasian Informasi
Kegiatan  pengorganisasian informasi  juga sehagal
rangkaian kegiatan evaluast, yaitu;
1) Memberikan suatu format bagi informasi yang dikumpuikan
2) Merancang tujuan melaksynakan analisis
d. Analisis Informasi
Setelah tiga langkah di atas dilakukan maka ada tahap
analisis informasi, vaita:
1) Memilih prosedur analisis yang digunakan
2) Merancang tujuan melaksanakan analsts
e. Mclaporkan Informasi
Kemudian kegiatan menyusun laporati, meliputi:
1) Mendefimsikan penernma/pendengar yang mencrima laporan
evalnasi

2) Mengkhususkan tujuan bagi memberikan nformast kepada

audicos
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3) Mengkhususkan format bagl laporan evaluast dan pelaporan
tahapan

4) Membuat jadwal pelaporan informasi

f. Administrasi Evaluasi
Selanjutnva, melakukan penataan cvaluasi yang dicapai, yaitu.

1) Menyimpulkan jadwal evaluasi

2) Mendefinisikan staf dan keperluan sumberdaya dan rencana
bagzi mencapel keperluan

3) Mengkhususkan tujuan/hasil  bagi  mencapai  koperluan
kebijakan untuk melaksanakan evaluast

4) Mengevaluasi  potensi  rancangan  sumberdaya bagi
menvediakan informasi yang valid, reliabel, kredibel, waktu,
dan pervasive.

5) Mengkhususkan dan membual jadwal tujuan bagi periode
membarukan rancangan evaluasi

8) Menvediakan anggaran bagi program evaluasi secard
menvelurub™,

Glesne dan Alan Peshkin  (1992:127) analisis  data
mencakup pengorganisasian apa yang dilihat, didengar, dan dibaca,
vang dapal membuat pemahaman terhadap apa vang dipelajari.
Mengolah data, membuat penjelasun, mengajukan hipotesis,
membangun tcori dan membuat jahinan cerita dengan vang lain
IDengan demikian analisis data dalam penclitian kualitatif hergerak
secara induktif yaitu data/fakta dikategorikan menuu ke tingkat
abstraksi vang lebih  finggi, melakukan  sintesis  dan

mengembangkan teori bila diperlukan.
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